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Ringkasan eksekutif

Belakangan ini kebakaran hutan menjadi
perhatian internasional sebagai isu lingkungan
dan ekonomi, khususnya setelah bencana El Nifo
(ENSO) 1997/98 yang menghanguskan lahan hutan
seluas 25 juta hektar di seluruh dunia. Kebakaran
dianggap sebagai ancaman potensial bagi
pembangunan berkelanjutan karena efeknya
secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi
karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman
hayati. Pencemaran kabut asap merupakan
masalah berulang bahkan selama tahun-tahun
ketika peristiwa ENSO di Indonesia dan negara-
negara tetangganya tidak terjadi. Selama
peristiwa ENSO 1997/98, Indonesia mengalami
kebakaran hutan yang paling hebat di dunia.
Masalah yang sama terulang pada 2002.
Walaupun berbagai studi mengenai
kebakaran hutan sudah dilakukan, belum banyak
kemajuan yang dicapai untuk mengatasi
masalah ini di Indonesia. Alasan-alasannya
antara lain adalah kerancuan kebijakan,
keterbatasan pemahaman tentang dampaknya
terhadap ekosistem, dan kekaburan tentang
berbagai penyebab kebakaran hutan sebagai
akibat ketidakpastian tanggapan secara
ekonomi dan kelembagaan terhadap kebakaran
hutan. Masalah kebijakan yang terkait dengan
kebakaran dapat didefinisikan sebagai berikut:

* pencemaran kabut asap;

* degradasi hutan dan deforestasi (beserta hasil
hutan dan jasanya yang juga hilang); dan

¢ dampak negatifnya bagi sektor pedesaan.

Beberapa penyebab utama masalah
kebijakan yang terkait dengan kebakaran hutan
kemudian diselidiki. Ternyata, ada berbagai
penyebab utama selain masalah kebijakan, dan
di samping itu masalah kebijakan di masing-
masing negara juga berbeda. Informasi tentang
luas dan lokasi kebakaran hutan pada 1997/98
dikumpulkan dan perkiraan luas kawasan yang
dilanda kebakaran hutan direvisi dari 9,7 juta
hektar menjadi 11,7 juta hektar.

Dampak kebakaran hutan 1997/98 bagi
ekosistem juga direvisi. Kebakaran yang
mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi
menelan biaya ekonomi sekitar 1,62-2,7 miliar
dolar'. Biaya akibat pencemaran kabut asap
sekitar 674-799 juta dolar; biaya ini kemungkinan
lebih tinggi karena perkiraan dampak ekonomi
bagi kegiatan bisnis di Indonesia tidak tersedia.

Valuasi biaya yang terkait dengan emisi karbon
menunjukkan bahwa kemungkinan biayanya
mencapai 2,8 miliar dolar.

Revisi estimasi biaya ekonomi akibat
kebakaran hutan dan kabut asap tetap penting
dan mengarahkan ke berbagai masalah penting
yang perlu diselesaikan untuk menghindari dampak
serupa, khususnya selama ENSO berlangsung.
Namun, langkah-langkah yang diambil perlu
mencakup masalah kebijakan yang spesifik,
memperhitungkan biaya yang relevan untuk
menghitung keuntungan yang diperoleh dari
kebijakan yang diusulkan dan dapat menyelesaikan
penyebab spesifik masalah kebakaran hutan.
Artinya, kebijakan yang diambil harus dikaji sesuai
dengan kelayakannya untuk mengatasi masalah
degradasi hutan dan deforestasi atau terjadinya
kabut asap pada skala besar.

Kesimpulan dan rekomendasi

Kebakaran, degradasi dan deforestasi serta

alokasi tata guna lahan

* Dibanyak tempat masalah alokasi hutan untuk
kepentingan pemanfaatan lahan lainnya,
seperti perkebunan kelapa sawit, dan faktor-
faktor yang menjadi dasar pengambilan
keputusan alokasi lahan ini umumnya
merupakan akar penyebab deforestasi hutan,
kebakaran bukan penyebabnya;

* Oleh karena itu dalam banyak kasus, bukan
kebakaran hutan sendiri yang merupakan
penyebab masalah kebijakan, sehingga
penggunaan api dalam pengelolaan
perkebunan tidak perlu dilarang sama sekali
seperti yang sekarang dicantumkan di dalam
undang-undang;

* Pengenalan praktik-praktik pengelolaan hutan
yang lebih baik mungkin mengakibatkan
pengurangan risiko kebakaran hutan,
mengingat kondisi-kondisi sosial-ekonomi dan
kelembagaan yang ada;

¢ Untuk mendukung pengelolaan sumber daya
yang lebih baik, diperlukan penelitian untuk
menilai kawasan hutan yang aksesnya rendah
(menggunakan parameter-parameter konser-
vatif yang terkait dengan akses manusia),
kawasan hutan primer dan hutan sekunder yang
secara potensial menghadirkan kondisi-kondisi
lingkungan yang mengarah ke risiko kebakaran
hutan signifikan.
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Kebakaran dan pencemaran kabut asap

Dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk
menjelaskan kaitan kontribusi relatif
berbagai kegiatan dengan pencemaran kabut
asap. Namun, dari sajian informasi umum
yang ada jelas bahwa kegiatan perkebunan
bukan satu-satunya faktor yang ikut andil,
paling sedikit selama ENSO terjadi. Selama
periode yang tidak dipengaruhi ENSO,
kegiatan perkebunan memang merupakan
faktor utama, tetapi peran kegiatan para
pengguna lahan skala kecil yang semakin
meningkat, khususnya di Kalimantan Barat
dan Tengah, juga perlu dikaji;

Selama periode ENSO berlangsung, lahan
gambut yang terdegradasi kemungkinan
menjadi faktor risiko tertinggi terjadinya
kabut asap. Pengelolaan dan akhirnya
regenerasi/restorasi lahan gambut mungkin
perlu dilakukan untuk menghindari bencana-
bencana pencemaran udara yang berat;
Pengurangan dan/atau pengelolaan
pembakaran hutan untuk pembukaan hutan
gambut mungkin akan sangat berpengaruh
dalam menghilangkan masalah kabut asap
selama ENSO tidak berlangsung. Namun, biaya,
keuntungan dan aspek penyebaran inisiatif
kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi
dampak kebakaran hutan ini perlu dikaji;
Masih ada keterbatasan pengetahuan yang
signifikan, di tingkat pembuatan kebijakan
(kabupaten dan provinsi), tentang kegiatan
manusia yang memberi andil dalam masalah
ini di sebagian besar Indonesia, termasuk hal-
hal yang disebutkan di atas. Kesenjangan
pengetahuan ini perlu dipenuhi untuk
mengembangkan respon kebijakan yang tepat.

Kebakaran dan undang-undang

Peraturan perundangan harus direvisi. Harus
ada larangan untuk melakukan pembakaran
yang menyebabkan kabut asap yang signifikan,
seperti pembakaran di lahan gambut, meskipun
penggunaan api dalam situasi dan lokasi yang
mungkin menimbulkan efek lokal yang tidak
diinginkan dari asap, misalnya, terhadap
kesehatan atau transportasi, harus diatur.
Dalam hal kebakaran hutan vyang
mengakibatkan deforestasi yang tidak
diinginkan, pihak yang berwenang harus diberi
kekuasaan untuk mengatur (termasuk
melarang) penggunaan api pada waktu-waktu
tertentu, seperti selama periode ENSO;
Dibutuhkan analisis kelayakan tentang
undang-undang yang mengatur pembangunan
lahan gambut, termasuk implikasi sosial,
ekonomi dan lingkungan;

Perlu diberikan contoh-contoh hukuman yang
jelas untuk mengefektifkan perubahan dalam
penggunaan api oleh perusahaan; artinya
perusahaan yang menggunakan api secara

tidak sah perlu dituntut. Jika mereka terbukti
bersalah maka akan dikenakan denda yang
jumlahnya cukup besar sehingga membuat
mereka jera;

Jika kegiatan mata pencaharian masyarakat
terkait dengan masalah kebakaran hutan
atau kabut asap, maka hanya inisiatif atau
kegiatan berbasis masyarakat saja, yang
didukung oleh perangkat perundangan, yang
akan berhasil.

Tempat penampungan karbon

Karena kebakaran hutan gambut memiliki
andil besar dalam emisi karbon, maka perlu
perhatian apakah konservasi lahan gambut
seharusnya dimasukkan dalam komitmen
kedua jangka waktu protokol Kyoto.

Kebakaran, ENSO dan faktor manusia

Pemerintah Indonesia, kalangan industri dan
LSM harus bertindak lebih dari sekedar
mencari pelaku kebakaran hutan dan
berusaha menjalin kemitraan yang serius
untuk mengatasi kesulitan masalah
lingkungan, ekonomi dan sosial ini secara
nasional dan internasional.

Biaya ekonomi dan penilaiannya

Inisiatif-inisiatif kebijakan yang bertujuan
menyelesaikan masalah yang berhubungan
dengan  kebakaran hutan perlu
memperhitungkan biaya dan keuntungan
yang terkait dengan penggunaan api, dan
juga penyebarannya;

Kajian ekonomi terhadap kebijakan yang
bertujuan untuk menyelesaikan masalah
spesifik kebijakan, seperti deforestasi dan
degradasi hutan atau pencemaran kabut
asap, harus juga mempertimbangkan
berbagai penyebab kebakaran hutan dan
dampaknya yang berbeda-beda;

Insentif bagi para pemegang HPH yang
menanamkan modal dalam wusaha
pencegahan dan pemadaman kebakaran
hutan perlu dipahami;

Penyelesaian masalah kabut asap memang
penting, tetapi masalah deforestasi dan
degradasi hutan akibat kebakaran hutan juga
perlu diselesaikan karena dapat
menyebabkan kerugian besar;

Penelitian lebih lanjut dan kajian kebijakan
harus diarahkan untuk meningkatkan
pemahaman atas kerusakan yang disebabkan
oleh kebakaran hutan terhadap fungsi-fungsi
hutan, untuk memperkirakan seluruh kerugian
potensial akibat pencemaran kabut asap;
Indikator ekonomi, begitu juga indikator
lingkungan perlu dipertimbangkan dalam
pengembangan kebijakan yang bertujuan
untuk meminimumkan dampak kebakaran
hutan dan pencemaran kabut asap.
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1. Pendahuluan

Belakangan ini kebakaran hutan semakin
menarik perhatian internasional sebagai isu
lingkungan dan ekonomi, khususnya setelah
bencana El Nifo (ENSO) 1997/98 yang
menghanguskan lahan hutan seluas 25 juta
hektar di seluruh dunia (FAO 2001; Rowell dan
Moore 2001). Kebakaran dianggap sebagai
ancaman potensial bagi pembangunan
berkelanjutan karena efeknya secara langsung
bagi ekosistem (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction 2002),
kontribusinya terhadap peningkatan emisi
karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman
hayati. Di Asia Tenggara, keprihatinan mengenai
dampak kebakaran hutan cukup signifikan, yang
ditunjukkan dengan penandatanganan
Perjanjian Lintas Batas Pencemaran Kabut oleh
negara-negara anggota Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) pada bulan Juni 2002 di
Kuala Lumpur. ‘Kebakaran hutan’ merupakan
salah satu prioritas yang dinyatakan oleh
Departemen Kehutanan Indonesia dan aksi untuk
menangani masalah ini dimasukkan dalam
dokumen komitmen kepada negara-negara
donor yang terhimpun dalam Consultative Group
on Indonesia (CGl).

Pada 1997/98, Indonesia mengalami
kebakaran hutan paling parah di seluruh dunia.
Citra situasi kota yang diliputi kabut, hutan yang
terbakar dan orangutan yang menderita
terpampang di halaman utama berbagai koran
dan televisi dan menarik perhatian umum.
Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,
dan juga lembaga-lembaga bantuan
pembangunan, melibatkan diri dalam usaha
memadamkan kebakaran hutan tersebut.
Kejadian ini dinyatakan sebagai salah satu
bencana lingkungan terburuk sepanjang abad
(Glover 2001), karena dampaknya bagi hutan dan
juga jumlah emisi karbon yang dihasilkannya
sangat besar.

Walaupun perhatian terus meningkat
terhadap masalah kebakaran hutan dan berbagai
tindakan telah diupayakan untuk menghindari,
mengurangi atau menekan dampak kebakaran
hutan yang tidak dikehendaki, bencana
pencemaran kabut asap? masih terjadi lagi pada
tingkatan yang berbeda di lokasi yang sama
setiap tahun di Asia Tenggara; tingkat yang
tertinggi terjadi pada Agustus-Oktober 2002
sejak peristiwa kebakaran hutan tahun 1997.

Selanjutnya, kendati berbagai studi
mengenai kebakaran hutan sudah banyak
dilakukan, belum banyak kemajuan yang dicapai
untuk mengatasi masalah ini di Indonesia.

Alasan-alasannya antara lain karena kerancuan
kebijakan, keterbatasan pemahaman tentang
dampaknya terhadap ekosistem dan
perekonomian, dan kekaburan tentang berbagai
penyebab kebakaran hutan sebagai akibat
ketidakpastian tanggapan secara ekonomi dan
kelembagaan terhadap kebakaran hutan.
Misalnya, perbedaan antara kerugian sebagai
akibat pencemaran kabut asap dan kebakaran
hutan, berbagai sumber atau penyebabnya dan
pentingnya kebijakan yang memiliki target
spesifik sering tidak dipertimbangkan. Sampai
sekarang penyebab kebakaran hutan masih
menjadi topik perdebatan; apakah merupakan
bencana alam atau karena ulah manusia (Colfer
2002). Selain itu, berbagai usulan kebijakan yang
diajukan kadang tidak didasari analisis biaya dan
manfaat tindakan spesifik yang diambil untuk
menyelesaikan masalah dan penyebabnya.
Laporan ini mengkaji ulang dan menentukan
batasan berbagai masalah kebijakan dan
mengidentifikasi kebijakan-kebijakan umum
yang mungkin diperlukan untuk menangani
dampak-dampak negatif kebakaran hutan.
Laporan ini diawali dengan memadukan
informasi mengenai luas dan lokasi kebakaran
hutan. Fokus selanjutnya adalah penentuan
masalah kebijakan. Beberapa penyebab utama
disoroti dengan menjelaskan kegiatan-kegiatan
tata guna lahan yang memiliki kontribusi
terjadinya kebakaran hutan. Akar penyebab
kebakaran hutan yang terjadi dalam berbagai
kegiatan pemanfaatan lahan, seperti tatanan
kelembagaan dan struktur insentif yang dihadapi
oleh para pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam menggunakan dan/atau mengendalikan
kebakaran hutan, tidak dianalisis. Analisis
seperti ini berada di luar cakupan laporan ini,
namun diperlukan untuk mengembangkan
kebijakan-kebijakan yang tepat; oleh karena itu
akan menjadi fokus penelitian selanjutnya.
Laporan ini selanjutnya menguraikan hasil kajian
dan analisis dampak kebakaran hutan pada
ekosistem. Laporan ini memberi perhatian
khusus pada penilaian biaya ekonomi akibat
kebakaran hutan tahun 1997/98. Penilaian
ekonomi terhadap berbagai bencana yang
muncul dapat digunakan untuk: i) menarik
perhatian ke arah masalah dan menyoroti
perannya, ii) menilai perluasan dampaknya ke
sektor ekonomi dan penduduk dan iii)
mengevaluasi penyempurnaan kebijakan.
Penilaian biaya ekonomi akibat kebakaran hutan
di Indonesia secara khusus telah dipakai untuk
menarik perhatian terhadap masalah ini tetapi
perhatian yang dicurahkan pada perluasan
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dampaknya terbatas dan tidak digunakan dengan
tepat dalam mengevaluasi perbaikan kebijakan-
kebijakan. Oleh karena itu, laporan ini berusaha
menyajikan estimasi dan komentar untuk
penggunaan selanjutnya dalam studi selanjutnya
dengan sasaran untuk menilai kebijakan-
kebijakan secara spesifik. Studi ini merupakan
langkah pertama yang dibutuhkan untuk
mengidentifikasi penelitian selanjutnya yang
diperlukan untuk melakukan klarifikasi i) rincian
penyebab langsung dan akar penyebab masalah
dan ii) berbagai respon kebijakan yang tepat.
Komentar mengenai kedua isu ini juga disajikan
di bagian akhir laporan ini.

Sebelum memulai analisis perlu
diperhatikan bahwa karena tingkat keparahan
kebakaran hutan dan dampaknya semakin
meningkat di dunia ini, maka analisis kebijakan
dan ekonomi akibat kebakaran hutan perlu

Luca Tacconi

mendapat perhatian yang lebih besar. Isu yang
terkait dengan metodologi yang muncul dalam
laporan ini diharapkan akan bermanfaat bagi
studi serupa di wilayah lain.

2. Luas kebakaran hutan
selama peristiwa ENSO
1997/98

Pengkajian nasional paling lengkap mengenai
luas lahan yang terbakar selama peristiwa ENSO
1997/98 memperkirakan total lahan yang
terbakar sekitar 9,75 juta ha (BAPPENAS-ADB
1999, selanjutnya, studi ADB [ADB, Asian
Development Bank; BAPPENAS, National
Development Planning Agency of Indonesia])
(Tabel 1). Perkiraan ini diperbarui berdasarkan
pembahasan berikut dan hasil ringkasannya

Tabel 1. Perhitungan ADB untuk kawasan yang dilanda kebakaran tahun 1997/98 (hektar)

Tipe vegetasi Sumatera Jawa  Kalimantan Sulawesi Papua Barat Total
Hutan pegunungan 100.000 100.000
Hutan dataran rendah 383.000 25.000 2.375.000 200.000 300.000 3.283.000
Hutan payau dan gambut 308.000 750.000 400.000 1.458.000
Semak dan rumput kering 263.000 25.000 375.000 100.000 763.000
HTI 72.000 116.000 188.000
Perkebunan 60.000 55.000 1000 3000 119.000
Pertanian 669.000 50.000 2.829.000 199.000 97.000 3.843.000
Total 1.755.000 100.000 6.500.000 400.000 1.000.000 9.755.000

Sumber: BAPPENAS-ADB (1999).

Map 1. Propinsi yang dilanda kebakaran dan persebaran pencemaran kabut asap pada tahun 1997/98

% .~ Kabut tipis
‘. - Kabut sedang

/\V/ Kabut tebal

PLG : Proyek Lahan Gambut 1 Juta ha

Sumber: Penyebaran kabut asap diperoleh dari Barber and Schweithelm (2000).



Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan

disajikan dalam Tabel 4. Deskripsi wilayah
geografi yang dibahas dalam laporan ini
disajikan dalam Peta 1. Studi ADB dikembangkan
dari pengkajian nasional awal yang dilakukan
tahun 1997 oleh Liew dkk. (1998) kemudian
direvisi, termasuk kawasan rawa gambut
tambahan yang terbakar di Sumatera seluas
316,000 ha (Liew dkk. 2001). Dengan demikian
perkiraan ADB disesuaikan berdasarkan data
terbaru ini.?

Proyek Integrated Forest Fire Management
(IFFM) (yang didanai Pemerintah Jerman,
selanjutnya dikenal dengan studi GTZ [Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit]),
melakukan penilaian secara rinci terhadap
kebakaran hutan di Kalimantan Timur pada
1997/98 (Hoffmann dkk. 1999).# Ada beberapa
perbedaan antara estimasi hasil studi GTZ
dengan estimasi ADB (Tabel 2). Estimasi hutan
rawa dan lahan basah mangrove yang terbakar
50% lebih tinggi daripada hasil studi GTZ. Namun,
hasil studi ADB tidak memberikan rincian yang
sama untuk kategori ini seperti yang diberikan
oleh GTZ, maka integrasi data tidak dapat
diberikan. Ini karena hutan rawa gambut yang
terbakar akan melepaskan jumlah karbon yang
jauh lebih banyak daripada mangrove yang
terbakar. Oleh karena itu, estimasi ADB dapat
dianggap konservatif.

Hutan dataran rendah dan subpegunungan
merupakan kategori yang mirip dalam dua studi
yang dilakukan dan karena itu dapat
diintegrasikan. ‘Lahan kering yang tidak
produktif’ dan ‘Lahan terbuka (savana), alang-
alang, dan semak belukar’ adalah kategori yang

mirip. Namun, perhatikan bahwa dalam Tabel 1
hanya 375,000 ha yang termasuk ‘semak kering
dan rumput’, yang luasnya lebih kecil daripada
kebakaran hutan lahan yang diklasifikasikan
dalam kategori ‘lahan kering yang tidak produktif’
di Kalimantan Timur (Tabel 2). Oleh karena itu
dapat diasumsikan bahwa kebakaran hutan di
bagian kawasan lahan kering yang tidak produktif
dimasukkan dalam kategori ‘pertanian’ oleh ADB.
Kategori lahan pertanian berkurang, tetapi tidak
untuk semua kategori pertanian yang lain karena
estimasi untuk kategori ‘pertanian’ dalam studi
ADB terlalu rendah.

Ada perbedaan mendasar untuk kategori
‘hutan tanaman industri’. Perbedaan ini tidak
mengherankan karena studi ADB yang dilakukan
mengandalkan data yang disediakan oleh Dinas
Kehutanan di Kalimantan Timur, yang tidak
didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap
data penginderaan jauh. Argumen serupa
berlaku juga untuk kategori ‘perkebunan’.
Karena itu estimasi ADB lebih tinggi. Perbedaan
antara estimasi yang dilakukan berdasarkan dua
studi ini ternyata cukup besar. Namun, setelah
angka-angka untuk hutan tanaman industri dan
perkebunan (yang dalam studi ADB tidak
didasarkan analisis penginderaan jauh) telah
disesuaikan, dan sekarang perbedaannya hanya
sekitar 10%.

Studi untuk menilai kebakaran hutan
gambut di Kalimantan Tengah (Page dkk. 2002)
memperkirakan bahwa di kawasan studi yang
luasnya sekitar 2,5 juta ha, termasuk kawasan
proyek Sawah Sejuta Hektar, kebakaran hutan
mencakup luas sekitar 797.000 ha. Dari total

Tabel 2. Perbandingan perhitungan luas kawasan yang terbakar di Kalimantan Timur, 1997/98

Vegetasi/tata guna lahan ADB GTZ Perbedaan
Hutan rawa, lahan basah mangrove, di antaranya: 433.000 693.259 260.259

- Hutan rawa gambut 311.098

- Lahan basah 290.432

- Mangrove 91.729
Hutan dataran rendah 1.862.000 2.177.880 315. 880
Hutan subpegunungan 4.000 213.194 209.194
Lahan kering yang tidak berproduksi 798.000
Lahan terbuka, alang alang, semak 292.569 -505.431
HTI 116.000 883.988 767.988
Perkebunan 15.000 382.509 367.509
Pertanian 301.000 459.239 158.239
Pemukiman 7000 -7000
Kolam udang 316 316
Total 3.536.000 5.102.954 1.566.954

Sumber: ADB: BAPPENAS-ADB (1999); GTZ: (Hoffmann dkk. 1999).
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kawasan hutan yang terbakar, kebakaran hutan
terjadi di hutan gambut seluas 729.500 ha,
hampir sama dengan estimasi ADB, yaitu 750.000
ha yang terbakar di seluruh Kalimantan.
Mengingat angka estimasi luas hutan gambut
yang terbakar di Kalimantan Timur oleh GTZ
(311.000 ha), dan luas hutan gambut lainnya
yang tidak termasuk dalam studi Page dkk.
(2002), yaitu di Kalimantan Tengah dan juga di
Kalimantan Barat, maka jelas bahwa luas hutan
rawa gambut yang terbakar di seluruh
Kalimantan pada 1997/98 jauh melebihi
1.000.000 ha. Oleh karena itu, dengan
menambahkan estimasi hutan rawa gambut yang
dilakukan Page dkk. 2002 ke dalam estimasi GTZ,
estimasi gabungan untuk Kalimantan adalah
1.100.000 ha.

Estimasi luas lahan gambut yang terbakar
di seluruh Indonesia juga disajikan oleh Page dkk.
2002, tetapi tidak diadopsi di sini karena alasan-
alasan berikut. Estimasi ini menghasilkan kisaran
yang lebih tinggi sekitar 7 juta hektar dengan
memasukkan proporsi perkiraan kawasan yang
terbakar di kawasan studi di Kalimantan Tengah
(33,9%) ke dalam luas lahan gambut nasional
(20,07 juta ha). Namun, tidak ada bukti bahwa
proporsi ini mungkin benar di tingkat nasional.
Karena itu estimasi yang diusulkan kisarannya
lebih rendah, yaitu 2,44 ha berdasarkan
‘kombinasi sumber-sumber yang bisa diverifikasi
dan yang tidak’ tetapi penjelasan tentang
sumber-sumber tersebut tidak ada.

Estimasi rinci mengenai luas kawasan yang
terbakar di seluruh Sumatera belum ada, selain
yang telah dihitung di atas (Liew dkk. 1998; Liew
dkk. 2001). Penilaian terhadap kawasan yang
terbakar di Provinsi Lampung dan Sumatera
Selatan menghasilkan estimasi total kawasan
yang terbakar sekitar satu juta hektar (Legg dan
Laumonier 1999), tetapi rincian tipe vegetasi
yang terbakar tidak dilakukan. Penilaian lebih
lanjut mengenai kawasan yang terbakar tersedia
untuk kawasan Sumatera Selatan (Forest Fire
Prevention dan Control Project 1999). Studi ini
menghasilkan estimasi kawasan yang terbakar
sekitar 2,8 juta hektar. Jika diperhatikan
estimasi luas kawasan yang terbakar ini lebih
tinggi daripada luas total yang dilaporkan oleh
ADB untuk seluruh Sumatera. Ini dapat dijadikan
indikasi bahwa estimasi ADB lebih konservatif.
Namun, data yang disajikan dalam Tabel 3
memang hampir pasti menunjukkan angka
estimasi yang lebih tinggi daripada luas aktual
kawasan yang terbakar.’ Karena ada faktor
ketidakpastian data dan kenyataan bahwa
estimasi tersebut tidak memungkinkan untuk
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memperbarui angka-angka hasil studi ADB, maka
estimasi yang dilakukan ADB tidak direvisi.

Estimasi konservatif yang disajikan dalam
Tabel 4 menunjukkan peningkatan luas kawasan
yang dilanda kebakaran hutan sekitar 1,94 juta
ha. Peningkatan ini terjadi di hutan dataran
rendah dan hutan rawa gambut, berturut-turut
sekitar 315.000 ha dan 666.000 ha.

3. Masalah kebijakan
yang terkait dengan
kebakaran hutan

LSM nasional dan internasional, badan-badan yang
memberikan bantuan dan media telah
menggunakan angka estimasi biaya kebakaran
hutan 1997/98 untuk menekankan keparahan
‘masalah kebakaran hutan,’ kebutuhan akan
tindakan pemerintah untuk mencegah timbulnya
kebakaran hutan selanjutnya dan
mengendalikannya. Kebijakan yang
direkomendasikan sangat bervariasi dan
menyangkut sektor-sektor kehutanan dan
pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit dan
HTI, begitu juga perkebunan rakyat. Kebijakan-
kebijakan ini meliputi pelarangan atau
pembekuan konversi hutan sampai ke perbaikan
kebijakan alokasi lahan dan prosedur
pengendalian kebakaran hutan telah tersedia,
dengan adopsi pengurangan dampak kegiatan
pembalakan, memperkokoh peraturan dan
hukuman bagi yang membuka lahan di
perkebunan dengan cara membakar lahan dan
rasionalisasi tata guna lahan yang melibatkan
masyarakat untuk mengembangkan konsensus
tata guna lahan dan menetapkan tanggung
jawab dan komitmen masyarakat (BAPPENAS-
ADB 1999; Barber dan Schweithelm 2000;
Applegate dkk. 2001; Glover 2001; Qadri 2001;
Siegert dkk. 2001).

Pemikiran bahwa ‘kebakaran hutan’
merupakan masalah kebijakan, atau sebagai
masalah tunggal kebijakan sehingga perlu
rekomendasi umum untuk menyelesaikannya
adalah pemikiran yang keliru. Dampak
kebakaran hutan merupakan rangkaian berbagai
masalah. Tanpa mengakui bahwa inilah masalah
sebenarnya menimbulkan dua implikasi penting:

a) Ada risiko bahwa semua kebakaran hutan
dianggap sebagai masalah daripada
memikirkan dalam keadaan bagaimana api
bisa menjadi alat pengelolaan lahan yang
sesuai;
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Tabel 3. Perhitungan kawasan yang terbakar selama musim kemarau tahun 1997 di Sumatera Selatan

Status lahan dan tata guna lahan Kawasan yang terbakar
Ha % dari
totalnya
Kawasan bukan hutan 2.097.050 75
Kebakaran yang dikendalikan 1.501.000 54
- Sawabh irigasi 390.000 14
- Perladangan berpindah 894.000 32
- Sawah di kawasan berawa 145.000 5
- Pembukaan lahan di perkebunan karet tua oleh para peladang kecil 14.000 1
- Pembukaan lahan di perkebunan kopi tua 8000 0
- Pembukaan lahan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan 50.000 2
Kebakaran yang tidak dikendalikan 596.050 21
- Perkebunan kelapa sawit/karet dan perkebunan skala besar lainnya 13.800 0
- Hutan sekunder 100.000 4
- Vegetasi semak dan perdu yang terbakar karena kebakaran liar sebelumnya 290.000 10
- Vegetasi semak dan perdu 30.000 1
- Padang rumput 30.000 1
- Kawasan perkebunan para petani kecil 30.000 1
- Kawasan transmigrasi 250 0
- Lainnya 102.000 4
Lahan hutan 700.988 25
Kebakaran yang dikendalikan 70.000 3
- Hutan Tanaman Industri HPHTI, pembukaan lahan 70.000 3
Kebakaran yang tidak dikendalikan 630.988 23
- HPH di hutan primer dan sekunder 10.491 0
- Reforestasi HTI 14.494 1
- Reforestasi lainnya selain di HTI 5000 0
- Semak dan perdu 393.000 14
- Padang rumput, hutan yang terdegradasi 30.000 1
- Kawasan rawa dan gambut 173.000 6
- Lainnya 5000 0
Total kebakaran yang dikendalikan 1.571.000 56
Total kebakaran liar 1.227.038 44
Total seluruh kebakaran (dikendalikan dan tidak dikendalikan) 2.798.038 100
Sumber: (Forest Fire Prevention and Control Project March 1999).
Tabel 4. Perhitungan revisi luas kawasan yang dilanda kebakaran tahun 1997/98 (hektar)
Tipe vegetasi Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Papua Barat Total
Hutan pegunungan 213194 100000 313194
Hutan dataran rendah 383000 25000 2690880 200000 300000 3598880
Hutan payau dan gambut 624000 1100000 400000 2124000
Semak dan rumput kering 263000 25000 375000 100000 763000
HTI 72000 883988 955988
Perkebunan 60000 382509 1000 3000 446509
Pertanian 669000 50000 2481808 199000 97000 3496808
Total 2071000 100000 8127379 400000 1000000 11698379

Sumber: Diperoleh dari (BAPPENAS-ADB 1999). Angka yang ditulis miring merupakan perhitungan terbaru.
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b) Kita mungkin kehilangan kesempatan untuk
menyoroti kenyataan bahwa kebakaran
hutan mungkin memiliki dampak-dampak
yang berbeda (misalnya, sesuai dengan
lokasi dan kawasan yang terkena dampak)
sehingga perlu diselesaikan dengan kebijakan
yang berbeda pula.

Berkaitan dengan butir yang pertama,
sudah banyak diskusi serius di Indonesia
mengenai luas kebakaran hutan, tetapi belum
dijelaskan kebakaran hutan mana yang dianggap
sebagai masalah, artinya kebakaran hutan mana
yang menimbulkan dampak yang tidak
dikehendaki. Untuk kasus kebakaran hutan di
Indonesia, tiga masalah kebijakan utama yang
diidentifikasi terkait dengan kebakaran hutan
adalah sebagai berikut:

* pencemaran kabut asap, emisi karbon dan
dampak-dampak terkait lainnya;

* degradasi hutan dan deforestasi, dan
hilangnya hasil hutan dan berbagai jasa
lingkungan yang diberikan hutan, termasuk
kayu, hasil hutan nonkayu, erosi tanah dan
lenyapnya fungsi pengendali banjir,
keanekaragaman hayati; dan

* kerugian di sektor pedesaan akibat
kebakaran hutan liar dan anomali cuaca yang
dipicu oleh kebakaran hutan.

Emisi karbon dapat juga dianggap sebagai
masalah terpisah karena merupakan isu
lingkungan yang terjadi secara global. Namun
masalah emisi karbon akibat kebakaran hutan
yang tidak dipandang terlalu penting oleh
pemerintah, akan dibahas kemudian. Kehilangan
keanekaragaman hayati mungkin lebih
merupakan keprihatinan kelompok-kelompok
internasional daripada pemerintah sendiri.
Ketiga masalah-masalah kebijakan ini akan
dibahas satu persatu nanti. Masalah kerugian di
sektor pedesaan disoroti secara singkat. Masalah
ini tidak menonjol dalam agenda kebijakan
penting di tingkat internasional, nasional dan
bahkan provinsi dan belum menjadi fokus
penelitian mendalam.

3.1 Pencemaran kabut asap dan emisi
karbon

Pencemaran kabut asap merupakan masalah

utama kebijakan yang terkait dengan kebakaran

dan menarik perhatian negara-negara tetangga

dan melalui tekanan yang mereka berikan,

menarik perhatian pemerintah Indonesia. Ada
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beberapa peristiwa pencemaran kabut asap yang
melintasi batas negara selama dua dekade
terakhir, dan yang terpenting adalah peristiwa
yang terkait dengan kebakaran hutan terbesar
tahun 1997.

Di Indonesia, kebakaran hutan gambut
merupakan penyumbang pencemaran kabut asap
yang terbesar. Tahun 1997/98, kebakaran hutan
gambut mungkin menghasilkan 60-90% emisi
yang menyebabkan kabut asap dan kebakaran
hutan ini juga merupakan sumber utama emisi
karbon (BAPPENAS-ADB 1999). Tahun 1997,
penyumbang utama pencemaran kabut asap
yang menyebar hingga ke Singapura, daratan
utama Malaysia dan Sumatera adalah kebakaran
hutan gambut di Provinsi Jambi, Riau® dan
Sumatera Selatan. Kebakaran ini terutama
akibat pembukaan lahan untuk dijadikan
perkebunan kelapa sawit dan HTI. Di Sumatera
Selatan, kebakaran yang terjadi di lahan basah
juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan mata
pencaharian masyarakat seperti persawahan,
penangkapan ikan dan pembalakan’, tetapi
sejauh mana tingkat penyebab masing-masing
masih belum diketahui (Anderson dan Bowen
2000; Barber dan Schweithelm 2000, peta 2;
Tapper dkk. 2001). Selama tahun-tahun di luar
masa ENSO, pembukaan lahan gambut untuk
perkebunan tampaknya merupakan sumber
utama kabut asap (Sargeant 2001).

Meskipun peran perusahaan-perusahaan
besar telah didokumentasikan dengan baik, ada
juga peningkatan pengaruh aktivitas petani kecil
sebagai faktor penyumbang masalah kabut asap.
Tahun 1997, kebakaran hutan gambut di kawasan
Proyek Sawah Sejuta Hektar yang dibuat oleh
pemerintah di Kalimantan Tengah merupakan
sumber utama kabut asap di Kalimantan (Barber,
2000; Siegert, 2001) yang juga melanda Sarawak.
Sekali lagi, tahun 2002, terjadi kebakaran hutan
di kawasan yang sama, yang menghasilkan kabut
asap tebal yang menyelimuti Kalimantan Tengah
mulai Agustus hingga Oktober. Kebakaran yang
menimbulkan kabut asap tebal juga melanda
kawasan yang sama pada Agustus 2001 (Anderson
2001).

Pembakaran hutan secara ektensif di
Kalimantan Barat tahun 1997, mungkin untuk
membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan
HTI (Potter dan Lee 1999) di lahan gambut dan
juga karena kegiatan mata pencaharian
penduduk di kawasan Danau Sentarum (Dennis
dkk. 2000) menyebabkan pencemaran kabut
asap di Kalimantan Barat dan Sarawak. Selama
Januari-April 1998, kebakaran hutan di kawasan
Danau Mahakam bagian Tengah, tampaknya
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berkaitan dengan kegiatan mata pencaharian
penduduk, (Chokkalingam dkk. 2001), demikian
juga kebakaran hutan skala besar di kawasan
lain di Kalimantan Timur, mempunyai andil besar
dalam pencemaran kabut asap di provinsi ini.
Kebakaran-kebakaran hutan ini tidak
mengakibatkan pencemaran lintas batas yang
signifikan.

Kebakaran di Papua bagian selatan memiliki
andil besar dalam kabut asap pada tahun 1997.
Namun peristiwa ini tidak begitu diperhatikan
karena kabut asap menyebar ke barat ke arah
laut (Legg dan Laumonier 1999; Tapper dkk.
2001) dan melanda kawasan Papua Barat sendiri
yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah
dan tidak ada kota besar.

Kesimpulannya, pencemaran kabut asap dan
emisi karbon terutama disebabkan oleh kebakaran
hutan yang disengaja dan rambatan api dari
kawasan lahan gambut. Hubungan antara kegiatan
pembakaran di dalam hutan dan perkebunan
selain di lahan gambut, padang rumput dan lahan
pertanian lainnya, lebih terbatas relevansinya
dengan masalah kebijakan ini.

3.2 Degradasi dan deforestasi hutan
serta hilangnya berbagai hasil hutan
dan jasanya

Lenyapnya hutan berikut berbagai hasil dan

jasanya merupakan sebagian besar masalah

kebijakan nasional yang kerugiannya ditanggung
oleh Indonesia. Tentu saja ada pemangku
kepentingan asing yang juga prihatin atas
besarnya kerugian yang harus ditanggung,
khususnya yang terkait dengan keanekaragaman
hayati. Tahun 1997/98, hutan dataran rendah

Kalimantan Timur mengalami kebakaran hutan

yang paling ekstensif, sekitar 60% dari total luas

hutan ini. Kawasan ini juga mengalami musim
kemarau yang paling hebat karena pengaruh

ENSO (Fuchs dan Schneider 2002). Sumber api

masih belum dipahami dengan baik, tetapi zona-

zona titik api tersebar dan tidak dipengaruhi
oleh perbedaan tipe lahan (Steenis dan Fogarty

2001). Ini mengindikasikan bahwa kebakaran

hutan dengan tingkat yang sama melanda semua

lahan garapan dan bahwa kebakaran hutan liar
memiliki kaitan dengan serangkaian kegiatan
komersial dan mata pencaharian utama.

Berbagai kegiatan yang memiliki andil terhadap

peristiwa kebakaran hutan selanjutnya perlu

dijajaki. Mengingat luas yang terbakar di

kawasan HPH dan hutan lindung cukup

signifikan, masing-masing 2.347.717 ha dan

440.381 ha (Hoffmann dkk. 1999, h 21) -

tampaknya terjadi degradasi hutan skala besar
yang tidak disengaja. Apakah deforestasi skala
besar juga terjadi, masih memerlukan kajian
lebih lanjut.

Kebakaran hutan tahun 1997 jauh lebih
ekstensif dibandingkan periode di luar ENSO
(Anderson dkk. 1999), ini menunjukkan bahwa
kemungkinan terjadi kebakaran yang tidak
disengaja. Namun kebakaran hutan di
Sumatera, Sulawesi, Papua Barat dan Kalimantan
Barat dan Kalimantan Selatan tampaknya terjadi
di lahan-lahan yang sedang dibuka. Di Sumatera
Selatan kebakaran hutan melanda sebagian
besar hutan yang terdegradasi dan semak
belukar (Achard dkk. 1998; Potter dan Lee 1999;
Anderson dan Bowen 2000; FWI/GFW 2002).
Dengan memperhatikan perbedaan antara
pembukaan hutan yang direncanakan dengan
kebakaran hutan liar yang masih terjadi di
kawasan yang dialokasikan untuk pembukaan
lahan dan tidak disengaja, angka kehilangan
hutan akibat kebakaran hutan yang tidak sengaja
ternyata cukup penting dalam estimasi kerugian
ekonomi, yang diuraikan secara rinci dalam
Bagian 4, dan bagi perbaikan kebijakan yang
akan dikembangkan kemudian.

3.3 Kerugian di sektor pedesaan

Kerugian di sektor pedesaan mungkin disebabkan
oleh kebakaran hutan liar oleh kegiatan pertanian
atau kegiatan lainnya. Data tentang kerugian
potensial di tingkat nasional dan juga lokal sangat
jarang tersedia. Kemungkinan isu ini kurang
mendapat perhatian karena kebanyakan
organisasi yang terlibat dalam penilaian dampak
kebakaran hutan sebagian besar menaruh
perhatian pada hutan dan keanekaragaman
hayati. Kemungkinan dampaknya terhadap sektor
pedesaan kurang penting, sehingga membatasi
perhatian para pemangku kepentingan nasional
dan lokal mengenai topik ini dan/atau juga
merupakan penilaian yang sulit dan mahal untuk
dilakukan. Data yang tersedia (Jhamtani dan
Badawi 1998; Oosterman dan Widayat 2001)
menunjukkan bahwa paling sedikit ada beberapa
kawasan pedesaan yang kemungkinan terkena
dampak kebakaran hutan liar. Selain itu ada
laporan-laporan potensi dampak negatif kabut
asap terhadap produksi pertanian, misalnya
kelapa sawit (Casson 2000), karena
mempengaruhi proses fotosintesis, tetapi laporan
lain menyatakan bahwa penyebabnya adalah
musim kemarau (United States Department of
Agriculture 1998). Namun, ada beberapa bukti
yang menunjukkan bahwa asap akibat kebakaran
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hutan tahun 1998 di Kalimantan telah menahan
hujan (Rosenfeld 1999). Penelitian lebih lanjut
mengenai dampak kabut asap dan kebakaran
hutan terhadap sektor pedesaan secara khusus
diperlukan di kawasan yang dilanda kebakaran
hutan liar yang signifikan seperti di Kalimantan
Timur.

4. Menghitung kembali
biaya ekonomi akibat
kebakaran hutan
1997/98

Pada peristiwa kebakaran hutan tahun 1997/98
ada tiga studi yang dilakukan di tingkat nasional
(Jhamtani dan Badawi 1998; BAPPENAS-ADB
1999; Glover dan Jessup 1999, selanjutnya
disebut studi ISAS [Institute of Southeast Asian
Studies]). Studi ADB dikembangkan dari
Jhamtani dan Badawi (1998). Oleh karena itu,
hanya studi ADB dan ISAS yang dianggap rinci
dan ringkasan dari asumsi dan parameter
utamanya disajikan dalam Lampiran. Kedua
studi utama ini dikaji berdasarkan alasan-alasan
berikut ini:

* banyak praktisi yang berpendapat bahwa
kedua studi ini saling mendukung temuan
masing-masing, karena itu hasilnya mendapat
sambutan yang luas. Keyakinan ini
berdasarkan kenyataan bahwa studi ADB, yang
meliput insiden kebakaran hutan yang terjadi
pada tahun 1997 dan 1998, menghitung luas
kawasan yang terbakar dan juga kerugian total
di sektor ekonomi, yang nilainya hampir dua
kali lipat dari nilai dalam studi ISAS, yang
hanya meliput tahun 1997 saja;

* kekurangan atau kelemahan di satu studi
dapat disoroti oleh temuan studi lainnya;

* estimasinya dapat digunakan untuk saling
melengkapi.

Penghitungan kembali kerugian ekonomi
dilakukan dalam kerangka yang menyoroti
perbedaan antara biaya nyata yang bisa diukur
secara moneter (tangible) dan biaya yang tidak
dapat langsung diukur dengan nilai uang
(intangible) (Bureau of Transport Economics
2002). Biaya tangible ini dihitung melalui nilai-
nilai pasar seperti kerusakan infrastruktur (biaya
langsung) dan kerugian produksi (biaya tidak
langsung). Sedangkan biaya intangible
merupakan biaya yang tidak memiliki nilai pasar
seperti dampak negatif terhadap kesehatan
(biaya langsung) dan gangguan kegiatan sosial
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(biaya tidak langsung). Biaya intangible lebih
sulit dihitung, sehingga harus didasarkan pada
berbagai macam perkiraan. Kepentingan biaya
intangible tidak boleh dianggap remeh hanya
karena biaya ini sulit dihitung, walaupun,
keandalan estimasi mungkin diragukan dan
mungkin diabaikan oleh pemangku kepentingan
tertentu.

Data berikut ini disajikan untuk menyoroti
berbagai dampak kebakaran hutan di Indonesia
dan negara lainnya, dan juga biaya langsung
akibat kebakaran hutan dan kabut asap yang
ditimbulkannya. Estimasi nilai agregat akan
dibahas lebih dulu. Kemudian diikuti dengan
rincian biaya lainnya. Bila perlu estimasi telah
direvisi dan ringkasannya disajikan dalam Tabel
8 dan 9.

4.1 Estimasi nilai agregat

Studi ISAS menggunakan nilai tukar Rupiah rata-
rata tahun 1997 sebesar 2500 rupiah per dolar,
sedangkan studi ADB memakai nilai tukar Rupiah
rata-rata tahun 1998 sebesar 8000 rupiah per
dolar. Krisis di Asia pada tahun 1997/98
menyingkapkan kelemahan perekonomian di
Indonesia, termasuk nilai tukar Rupiah yang
terlalu tinggi. Dengan meninjau kembali hal ini,
maka nilai tukar yang lebih tepat digunakan
adalah dari tahun 1998.

Dalam studi ISAS, biaya yang terkait dengan
pertanian dan kesehatan di Indonesia, yang
merupakan kategori biaya yang dihitung dalam
rupiah kemudian dikonversi ke dolar, masing-
masing turun dari 470 juta dolar menjadi 147
juta dolar untuk pertanian dan dari 924 juta
dolar menjadi 289 juta dolar untuk kesehatan
(Tabel 5).

Studi ADB menghitung biaya total
‘kebakaran hutan dan kekeringan’ di Indonesia.
Namun, hasil dari studi ini sering dikutip oleh
media, dalam publikasi ilmiah (misalnya, Barber
dan Schweithelm 2000), dan juga dalam
dokumen-dokumen resmi (misalnya, Qadri 2001)
sebagai kerugian akibat ‘kebakaran hutan’ saja.
Oleh karena itu biaya pertanian yang terkait
dengan kekeringan (2431 miliar dolar) tidak ikut
dihitung (Tabel 6).

Ada kesamaan dan juga perbedaan yang
signifikan antara dua studi ini (Tabel 7).
Keduanya mengaitkan biaya kebakaran sebagai
bagian paling besar biaya total yang ditanggung
oleh Indonesia. Dalam dua studi ini, kabut asap
memiliki proporsi biaya yang lebih kecil
dibandingkan kebakaran hutan. Jika biaya
regional akibat pencemaran kabut asap
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Tabel 5. Perhitungan ISAS, nilai tukar rata-rata disesuaikan (juta dolar)

Masalah biaya Indonesia Negara lainnya Total
Dinilai Tidak dinilai  Dinilai Tidak dinilai
dengan dengan dengan dengan
uang uang uang uang
1. Kerusakan yang terkait dengan kebakaran
Kayu 494 494
Pertanian 147 147
Keuntungan langsung dari hutan 705 705
Keuntungan tidak langsung dari hutan 1077 1077
Keanekaragaman hayati yang bisa diperoleh 30 30
Biaya pengendalian kebakaran 11 13 25
Emisi karbon 272 272
Sub-otal 652 1812 13 272 2750
2. Kerusakan yang terkait dengan kabut asap
Kesehatan 289 17 306
Pariwisata 70 186 256
Transportasi 18 7 25
Kerugian produksi industri 157 157
Penurunan hasil tangkapan ikan 16 16
Subtotal 88 289 366 17 760
Total biaya 740 2101 379 289 3509
Sumber: Diperoleh dari (Glover dan Jessup 1999).
Tabel 6. Perhitungan ADB (juta dolar)
Masalah biaya Indonesia Negara lainnya Total
Dinilai  Tidak dinilai Dinilai  Tidak dinilai
dengan dengan dengan dengan
uang uang uang uang
1. Biaya yang terkait dengan kebakaran
Kayu 1461
Pohon yang mati 287
HTI 91
Perkebunan 319
HHNK 631
Keuntungan tidak langsung dari hutan
Pencegahan banjir 413
Erosi dan pengendapan 1354
Biaya pengendalian kebakaran 12
Emisi karbon 1446
Bangunan dan harta benda lainnya 1
Subtotal 2171 2398 1446 6015
2. Biaya yang terkait dengan kabut asap
Kesehatan 148
Pariwisata 111
Transportasi 33
Subtotal 144 148 292
Total biaya 2315 2546 1446 6307

Sumber: Diperoleh dari (BAPPENAS-ADB 1999).
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Tabel 7. Perbandingan hasil-hasil utama studi yang dilakukan ADB dan ISAS
Masalah biaya Indonesia Negara lainnya Total
Dinilai  Tidak dinilai Dinilai Tidak dinilai
dengan dengan dengan dengan
uang uang uang uang
ISAS Biaya kebakaran 652 1812 13 272 2750
Kontribusi kebakaran dalam biaya total 18,6% 51,6% 0,4% 7,8% 78,3%
Biaya kabut 88 289 366 17 760
Kontribusi kabut dalam biaya total 2,5% 8,2% 10,4% 0,5% 21,7%
Total biaya 740 2101 379 289 3509
Kontribusi dalam biaya total 21,1% 59,9% 10,8% 8,2% 100%
ADB Biaya kebakaran 2171 2398 1446 6015
Kontribusi kebakaran dalam biaya total 34,4% 38,0% 22,9% 95,4%
Biaya kabut 144 148 292
Kontribusi kabut dalam biaya total 2,3% 2,3% 4,6%
Total biaya 2315 2546 1446 6307
Kontribusi dalam biaya total 36,7% 40,4% 22,9% 100%

ditambahkan dalam studi ADB, kontribusi
totalnya akan meningkat tetapi hanya sekitar
5%. Kebakaran hutan memang merupakan
proporsi biaya paling besar dalam dua studi ini,
dan dalam studi ISAS biaya intangible akibat
kebakaran hutan mencapai tiga kali lipat biaya
tangible. Menurut ADB kontribusi biaya tangible
dan intangible sama besar dari total biaya.
Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa
dua studi ini tidak sepenuhnya saling mendukung
temuan masing-masing. Biaya untuk masing-
masing kategori perlu dikaji secara lebih rinci.

4.2 Menghitung kembali komponen-
komponen biaya

4.2.1 Pertanian
Studi ISAS mengasumsikan bahwa semua lahan
pertanian yang terbakar menimbulkan biaya
ekonomi. Studi ini tidak memperhitungkan
bahwa kebakaran mungkin sengaja dilakukan
sebagai cara mengolah lahan atau pada saat
kebakaran hutan terjadi, lahan dalam keadaan
tidak ada tanaman. Kenyataannya, selama
musim kemarau bulan Juli hingga Oktober 1997
ketika terjadi kebakaran hutan, lahan dalam
keadaan siap ditanam. Karena itu, hanya jika
lahan yang terbakar itu dalam kondisi ditanami
tanaman tahunan, maka kebakaran hutan akan
menyebabkan kerugian ekonomi. Sedangkan
untuk tanaman musiman, kemungkinan banyak
kawasan belum ditanami atau tanaman belum
tumbuh karena kekeringan.

Studi ADB memakai angka estimasi kerugian
hasil perkebunan akibat kebakaran hutan yang
disajikan oleh Jhamtani dan Badawi (1998).

Meskipun kawasan-kawasan perkebunan besar
di Kalimantan Timur dilaporkan juga dilanda
kebakaran hutan (Tabel 4), kawasan ini belum
ditanam. Estimasi ADB digunakan karena
kaitannya dengan biaya paling akurat yang
tersedia. Tampaknya mustahil bahwa kerusakan
akibat kebakaran hutan melampaui estimasi
yang dipakai karena statistik produksi nasional
untuk tanaman perkebunan yang terbakar
(kelapa sawit, karet, coklat) selama periode
1996-2000 menunjukkan kecenderungan yang
meningkat secara tetap® (Agrolndonesia 2002).

4.2.2 Kayu

Estimasi ISAS tidak benar karena menggunakan
rata-rata sisa tegakan hutan yang berasal dari
penghitungan rata-rata untuk Sumatera dan
Kalimantan tetapi total kawasan hutan yang
terbakar di Sumatera dan Kalimantan berbeda.
Penghitungan rata-rata dengan pembobotan
mungkin akan lebih tepat. Studi ISAS dan ADB
mungkin menghitung terlalu tinggi jumlah kayu
yang terbakar, karena sebagian besar hutan yang
terbakar telah dibalak sebelumnya. Di
Kalimantan Timur, diketahui bahwa:

“kawasan yang terbakar tahun 1997/98
kembali terbakar lagi tahun 1982/83 ... tetapi
saat ini sebagian besar kawasan yang
terbakar telah dibalak atau baru saja
dikonversi. Jadi sejumlah besar kayu
komersial yang diameternya melebihi batas
tebang telah diambil sebelum peristiwa
kebakaran hutan 1997/98. Ini
menyebabkan kondisi persediaan kayu
menjadi sangat buruk di bagian-bagian
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kawasan yang rusak karena kebakaran hutan
1997/98.” (Hoffmann dkk. 1999, p 21.)

Data yang digunakan dalam laporan ADB
diperkuat melalui penelitian lapangan yang agak
terbatas tetapi data yang terkait dengan laporan
di Kalimantan Timur ini didukung oleh Siegert dkk.
(2001). Oleh karena itu, estimasi ADB digunakan
dan dianggap sebagai tingkat estimasi yang lebih
tinggi.

Estimasi yang direvisi untuk nilai minimum
kerugian berupa kayu didasarkan atas
pertimbangan bahwa, seperti yang dibahas dalam
Bagian 3, kebakaran hutan di Sumatera, Sulawesi,
Papua, Kalimantan Barat dan Tengah kemungkinan
terjadi di kawasan pembukaan lahan, yang
hutannya telah dibalak secara komersial. Selain
itu, kawasan hutan yang terbakar karena
ketidaksengajaan di Sumatera Selatan terjadi di
kawasan yang telah terdegradasi (Proyek
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan -
Forest Fire Prevention and Control Project 1999).
Oleh karena itu, estimasi minimum kerugian kayu
hanya mencakup kawasan yang terbakar di
Kalimantan Timur.

Biaya nyata dari kayu yang terbakar
mungkin juga lebih rendah daripada yang
diasumsikan di sini karena segera setelah
kebakaran hutan, Pemerintah Indonesia
mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan
‘pembalakan penyelamatan’, yaitu pohon-pohon
yang terbakar dapat diambil kayunya (van
Nieuwstadt dkk. 2001). Namun data tentang nilai
ekstraksi kayu yang terbakar ini tidak ada.

4.2.3 Kerugian berupa kematian pohon
Secara teori, kematian pohon memang dapat
diperhitungkan sebagai bagian dari biaya
kebakaran. Namun, ini hanya berlaku jika hutan
tidak dibakar untuk kepentingan pemanfaatan
lahan alternatif. Banyak kawasan yang terbakar
dikonversi menjadi perkebunan. Oleh karena itu
hasil perhitungan dalam studi ADB terhadap nilai
pohon yang mati terlalu tinggi. Seperti dalam kasus
kayu, estimasi yang direvisi untuk nilai minimum
pohon yang mati memperhitungkan bahwa
kebakaran hutan di Sumatera, Sulawesi, Papua
Barat, Kalimantan Barat dan Tengah kemungkinan
terjadi di kawasan pembukaan lahan.

4.2.4 Hutan tanaman industri

Meskipun kawasan HTI yang sangat luas
dilaporkan terbakar di Kalimantan Timur (Tabel
4), sebagian besar kawasan ini sebenarnya

belum ditanami (Steenis dan Fogarty 2001).
Estimasi ADB yang terkait dengan kebakaran
hutan yang dilaporkan dari hutan tanaman
industri masih belum disesuaikan.

4.2.5 HHNK dan manfaat langsung hutan lainnya
Studi ISAS mengadopsi estimasi global untuk hasil
hutan nonkayu (HHNK) dan nilai rekreasi hutan
(Costanza dkk. 1997) dan kemudian
menerapkannya untuk Indonesia. Namun hasil
estimasi ini tidak divalidasi dengan merujuk
pada nilai aktual yang relevan dengan ekosistem
hutan di Indonesia, sehingga estimasi ini menjadi
tidak sah. Alasan-alasan bahwa penerapan
estimasi global tersebut tidak tepat akan
dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.
Studi ADB memperoleh data kerugian HHNK
dengan menerapkan nilai total sumber daya alam
yang diekstraksi per hektar, berdasarkan studi
yang dilakukan di lahan basah Danau Sentarum
di Kalimantan Barat (Aglionby dan Whiteman
1996), sebagai bagian dari total kawasan hutan
yang terbakar. Berdasarkan sebuah sampel rumah
tangga, studi di Danau Sentarum
mengekstrapolasikan total keuntungan bersih
manfaat langsung ekosistem yang diperoleh
semua rumah tangga yang tinggal di kawasan
lindung ini. Studi ADB membagi keuntungan total
manfaat langsung dengan luas kawasan lindung
untuk memperoleh nilai per hektarnya.
Perhitungan seperti ini sebagai perkiraan nilai
kerugian HHNK per hektar hutan yang terbakar
tidak sesuai karena alasan-alasan berikut.
Pertama, mari kita pertimbangkan isu
penerapan nilai per hektar ke berbagai
ekosistem yang berbeda. Sekitar 60% total
manfaat bersih langsung di kawasan lindung
Danau Sentarum diperoleh dari kegiatan
menangkap ikan. Namun kegiatan ini tidak
terjadi pada tingkat yang sama di ekosistem
hutan yang estimasinya diterapkan dalam
penghitungan. Selain itu, tidak ada bukti jelas
yang menunjukkan bahwa jumlah tangkapan ikan
di danau dan sungai di Kalimantan Timur itu
terpengaruh oleh kebakaran hutan (Sarwono
1989). Bahkan ada kemungkinan, meskipun dalam
jangka pendek, hasil tangkapan ikan meningkat
karena peristiwa kebakaran hutan, karena
masyarakat secara aktif mulai meningkatkan
penangkapan ikan (Chokkalingam dkk. 2001).
Kedua dan berkaitan dengan butir di atas,
nilai kerugian HHNK per hektar akibat kebakaran
hutan sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan
dengan yang diadopsi oleh ADB (23 dolar). Studi
yang dilakukan di dua desa di Kalimantan Timur
(Grossmann 1997) menemukan bahwa:
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¢ HHNK memberikan sumbangan sekitar 9% (26
dolar) dari total pendapatan tunai rumah
tangga setiap tahun (sekitar 290 dolar) dan
hampir semua pendapatan dari HHNK (sekitar
77%) berasal dari penangkapan satwa ilegal;

* Nilai pengganti tahunan dari semua HHNK
yang dikonsumsi oleh rumah tangga adalah
sekitar 20% (58 dolar) dari pendapatan tunai
setiap tahun;

* Sebagian besar HHNK memiliki kerapatan
yang sangat rendah dan sebagian besar
tumbuhan yang dipanen adalah dari spesies
yang dibudidayakan;

¢ Khusus spesies liar dikumpulkan dari ruang
terbuka, di sepanjang bantaran sungai dan
di lahan bera (jekau) baru yang belum
ditanami.

Ketiga, keuntungan manfaat langsung
(yaitu, nilai total) merupakan ukuran yang tidak
tepat untuk menilai manfaat ekonomi HHNK.
“Nilai HHNK dari satu hektar hutan setara
dengan harga sewa yang akan dibayarkan untuk
memanen hutan seluas satu hektar itu.”
(Chomitz dan Kumari 1998, h. 26). Nilai rente
ekonomi HHNK mendekati nol mengingat biaya
ekstraksi, yaitu biaya untuk tenaga kerja,
hampir sama besar dengan nilai penjualan HHNK
(Chomitz dan Kumari 1998).

Keempat, kerugian karena kehilangan
spesies yang dibudidayakan, seperti rotan,
mungkin bisa cukup besar (dan memerlukan
perhatian lebih lanjut) tetapi spesies ini lebih
baik dimasukkan dalam kerugian yang terkait
dengan hasil-hasil pertanian karena spesies ini
dibudidayakan, daripada menggelembungkan
nilai ekonominya per hektar hutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut,
kerugian ekonomi HHNK per hektar bisa
diasumsikan sebesar nol. Dan nilai ini dapat
dimasukkan sebagai estimasi minimum. Estimasi
maksimum nilai kerugian di Kalimantan Timur
sebesar 1 dolar/ha,’ selama 10 tahun dengan
nilai diskon 10%. Kebakaran hutan di provinsi-
provinsi lain diasumsikan merupakan kebakaran
hutan untuk pembukaan lahan.

4.2.6 Manfaat hutan yang tidak langsung

Studi ADB menghitung nilai pencegahan banjir
dan erosi dan pengendapan berdasarkan laporan
yang mempertimbangkan nilai total ekonomi
hutan di Indonesia (Whiteman dan Fraser 1997).
Berkaitan dengan pencegahan banjir, konversi
dan perlindungan hutan, ADB memperhitungkan
bahwa kategori tata guna lahan yang berada di
kemiringan yang lebih tinggi, terutama penting

Luca Tacconi

untuk pencegahan banjir. Hutan produksi,
kategori tata guna lahan yang sebagian besar
berada di dataran rendah, jauh kurang penting
dalam memenuhi fungsi ini.'® Biaya tambahan
untuk banjir akibat pengurangan tutupan hutan
mencakup biaya untuk infrastruktur perkotaan
dan pedesaan, seperti sekolah, pasar, gedung-
gedung pemerintah, masjid dan jalan.
Kepadatan perumahan dan jalanan di perkotaan
sekitar 11 kali lebih besar daripada di pedesaan.
Karena itu, biayanya juga harus dibagi secara
proporsional.

Dalam hal kerusakan tanaman
perdagangan, mereka mengasumsikan bahwa
padi merupakan tanaman utama yang
mengalami kerusakan akibat banjir. Implikasi-
implikasi bagi asumsi biaya tambahan akibat
banjir yang disebabkan oleh kebakaran hutan
1997/98 adalah sebagai berikut. Hutan produksi,
yaitu, hutan dataran rendah, dan bukan hutan
konservasi dan hutan lindung, adalah kategori
tata guna lahan yang paling besar dilanda
kebakaran hutan. Kawasan yang dilanda
kebakaran memiliki dampak yang terbatas, jika
ada, pada infrastruktur kota di bagian hilir,
demikian juga dengan infrastruktur desa di
bagian hilir. Kawasan hutan yang terbakar tidak
memiliki dampak berarti pada sawah di bagian
hilir. Berkaitan dengan peristiwa banjir aktual
yang mungkin terjadi di kawasan yang benar-
benar dilanda kebakaran hutan 1997/98, hanya
kebanjiran yang terjadi di Kalimantan Timur
pada 1998 merupakan kejadian yang mungkin
berkaitan langsung dengan kebakaran hutan
(Glover dan Jessup 1999). Kenyataannya,
peristiwa banjir di Kalimantan Timur dicatat
jauh sebelum peristiwa kebakaran hutan 1982/
83 (Massing 1981) dan tidak ada indikasi yang
jelas apakah pola banjir telah berubah. Banjir
merupakan bagian integral dari ekosistem Danau
Mahakam bagian tengah di Sungai Mahakam
(Wetlands International 2002), sungai terbesar
di Kalimantan Timur yang mengalir melalui
kawasan yang dilanda kebakaran hutan.

Berkaitan dengan erosi tanah dan
pengendapan, ada tiga aspek penghitungan biaya.
Pertama, adalah biaya yang terkait dengan erosi
tanah yang terjadi. Kedua, erosi ini akan
menyebabkan pengendapan. Ketiga, biaya
ekonomi akan muncul dari proses-proses ini.

Nilai ekonomi hutan yang terkait dengan
fungsi-fungsi tanah dan perlindungan
pengendapan diperoleh dengan menghitung
biaya ekonomi untuk 52 bendungan besar dan
delapan pelabuhan (Whiteman dan Fraser 1997).
Nama dan lokasi bendungan tidak tersedia dalam
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laporan yang dirujuk ini. Kami mengetahui
bahwa ada 68 bendungan besar yang terdaftar
sejak tahun 1995," dan tidak ada bendungan
besar di kawasan yang dilanda kebakaran hutan.
Delapan pelabuhan nasional yang disebutkan
juga tidak berada di kawasan yang dilanda
kebakaran dan begitu juga potensi erosi dan
pendangkalan yang dihitungnya.

Untuk penghitungan nilai erosi tanah
setelah peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan
Timur, bukti kuantitatif yang masih terbatas
menunjukkan bahwa “laju erosi tanah di lahan
hutan yang telah dibalak (dengan tingkat
kerapatan pembalakan berat, ringan dan tidak
ada pembalakan) yang kemudian mengalami
kebakaran hutan yang hebat, masih dapat
diterima/ditolerir, berdasarkan penelitian yang
dilakukan 1,5 tahun setelah pembalakan dan 6-
10 bulan setelah kebakaran hutan” (Sudarmadji
2001, h. 43). Penelitian ini dilakukan di kawasan
kebakaran hutan yang tidak begitu luas dan sama
sekali tidak mewakili seluruh kawasan. Untuk
kebakaran hutan tahun 1982/83, erosi tanah
secara luas memang terjadi tetapi tidak ada data
kuantitatif yang dikumpulkan (Leighton dan
Wirawan 1986). Di provinsi yang sama,
Kalimantan Timur, tingkat erosi di hutan-hutan
yang telah dibalak diketahui hampir sama tinggi
dengan hutan yang dibalak dan yang terbakar.
Artinya, kebakaran hutan tidak membuat tingkat
erosi bertambah. Selain itu beberapa kegiatan
pertanian yang dilakukan di Kalimantan Timur,
seperti perkebunan lada tradisional
(Kartawinata dan Vayda 1984) mengakibatkan
tingkat erosi yang lebih tinggi daripada hutan
yang dibalak dan yang terbakar.

Untuk kerugian berupa pendangkalan, tidak
ada informasi yang menegaskan bahwa
pendangkalan ini terjadi. Studi yang dilakukan
untuk menilai dampak erosi tanah dan
pendangkalan terhadap kegiatan ekonomi juga
belum ada. Misalnya, belum diketahui adanya
hubungan jelas antara penurunan hasil
penangkapan ikan dan pendangkalan di
Kalimantan Timur setelah kebakaran hutan
tahun 1982/83 (Schindele dkk. 1989). Penyusutan
yang terjadi pada spesies tertentu tampaknya
lebih terkait dengan kombinasi efek kekeringan,
kebakaran hutan menyebabkan kemerosotan
habitat tertentu dan karena penangkapan ikan
yang berlebihan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, hasil
revisi estimasi biaya adalah sebagai berikut.
Hutan yang dilanda kebakaran hutan tidak
memiliki nilai ekonomi dari segi pencegahan
banjir (nilai minimum), yang tampaknya

didukung oleh kenyataan bahwa tidak ada
peristiwa banjir yang relevan dalam 2 tahun
setelah kebakaran hutan yang dikaitkan dengan
penghitungan itu terjadi. Jika diasumsikan
bahwa hutan yang terbakar tersebut benar-
benar berfungsi untuk pencegahan banjir (nilai
maksimum), dan mengingat bahwa kawasan
yang terbakar itu adalah daerah pedesaan dan
bukan perkotaan, nilai ekonomi fungsi ini
seharusnya tidak lebih dari 9% yang diasumsikan
dalam laporan ADB (berdasarkan perbandingan
1:11 untuk infrastruktur pedesaan dengan
perkotaan yang dibahas sebelumnya). Biaya
akibat erosi tanah dan pendangkalan mungkin
terbatas (maksimum: 9% studi ADB), atau sama
sekali tidak ada (minimum).

Estimasi-estimasi ini diberikan untuk
memperlihatkan gambaran yang didasarkan atas
fakta-fakta yang diketahui. Namun ada juga
kemungkinan bahwa biaya yang lebih tinggi
terkait dengan erosi tanah dan pengendapan
seharusnya tidak diabaikan. Ada beberapa
contoh yang menunjukkan bahwa penurunan
tutupan hutan pada tingkat yang signifikan tidak
menyebabkan peningkatan pendangkalan (Alford
1992). Namun, selain ada juga bukti bahwa
kebakaran hutan, khususnya pada tingkat yang
parah, biasanya memang menyebabkan erosi
tanah dan pendangkalan, meskipun efek-efeknya
di tingkat DAS tidak diketahui dengan baik
(DeBano 2000). Oleh karena itu, penilaian lebih
lanjut tentang dampak-dampak biofisik ini
diperlukan supaya implikasi kebakaran hutan
terhadap lingkungan dan perekonomian dapat
dipahami dengan lebih baik lagi.

4,2.7 Keanekaragaman hayati

Untuk menghitung kerugian dari segi
keanekaragaman hayati, studi ISAS
menggunakan nilai 300 dolar per km?, yang
didasarkan pada pengalaman internasional;
dengan indikasi pembayaran berkisar antara 30-
3000 dolar/km?untuk perlindungan hutan tropis.
Studi ini menunjukkan bahwa ini bukan estimasi
yang ‘sebenarnya’ bagi nilai keanekaragaman
hayati, tetapi ‘nilai yang bisa diperoleh’, yaitu,
nilai yang dapat diperoleh dari pasar
internasional yang terbatas untuk ikut
membayarnya. Estimasi ini menimbulkan
beberapa pertanyaan.

Pertama, kerelaan untuk membayar hutan
sekunder (sebagian besar hutan dataran rendah
yang terbakar telah dibalak, bahkan di kawasan
lindung yang ditebang secara ilegal) diduga jauh
lebih rendah daripada nilai yang disebutkan.
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Kedua, perkiraan kerugian dari segi
keanekaragaman hayati dan juga kayu yang
hilang berarti terjadi penghitungan ganda. Jika
nilai kayu memang diperoleh seluruhnya, yaitu
semua kayunya dipanen, nilai keanekaragaman
hayati memang akan lenyap sampai tingkat
signifikan, kecuali jika teknik pembalakan
berdampak ringan diterapkan. Namun, nilai
yang diperoleh dari pemanenan kayu akan
menghasilkan berbagai macam keuntungan dan
akan tercermin dalam kerugian dari segi kayu
yang nilainya akan lebih rendah. Ketiga,
dengan mencantumkan nilai kerugian
keanekaragaman hayati yang hilang untuk
selamanya berarti bahwa kebakaran hutan
menyebabkan kehilangan hutan secara
permanen, padahal kenyataannya tidak
demikian. Biasanya kebakaran hutan
mengakibatkan kerusakan'? di sebagian
kawasan dan hutan akan bergenerasi, jika
faktor-faktor lain, biasanya yang terkait dengan
kegiatan manusia, tidak menghalanginya. Oleh
karena itu, hubungan antara gangguan yang
ditimbulkan manusia dan kebakaran hutan yang
membuat hutan rentan terhadap kebakaran
berulang dan gangguan lainnya adalah
penyebab deforestasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan
di atas, maka estimasi minimum yang direvisi
mengasumsikan bahwa nilai keanekaragaman
hayati yang hilang adalah nol. Estimasi
maksimum menggunakan kisaran nilai minimum
yang tersedia dari studi ISAS (30 dolar ha) yang
mempertimbangkan bahwa sebenarnya sebagian
besar kawasan yang terbakar adalah hutan
sekunder dan kerelaan membayar untuk tipe
hutan ini pasti lebih rendah daripada untuk
hutan primer.

4.2.8 Emisi karbon

Studi ADB melaporkan jumlah emisi karbon yang
lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh studi
ISAS. Seperti penjelasan berikut ini, ada
kemungkinan emisi karbon sebenarnya lebih
tinggi daripada emisi karbon yang diadopsi oleh
studi ADB. Oleh karena itu, kami memfokuskan
analisis pada studi ADB.

Berdasarkan studi ADB, dari estimasi 206,6
juta ton emisis karbon akibat kebakaran hutan,
156,3 juta (sekitar 75%) dihasilkan dari gambut
yang terbakar, yang juga menghasilkan sekitar 5
juta ton (60%) bahan partikel debu dari total 8,2
juta. Estimasi-estimasi ini didasarkan atas asumsi
bahwa sekitar 750,000 ha (50%) kawasan yang
diidentifikasi sebagai hutan rawa gambut dalam
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estimasi ADB sebenarnya adalah lahan gambut.
Jika sebenarnya semua kawasan yang
diidentifikasi sebagai ‘hutan rawa gambut’ adalah
gambut dan kita mengadopsi kawasan yang
dilaporkan dalam Tabel 4, maka emisi karbon dari
gambut bisa menjadi 442 juta ton, sehingga total
emisi karbon hingga 493 juta ton.' Angka ini
setara dengan sekitar 30% emisi global rata-rata
tahunan dari perubahan tata guna lahan yang
berlangsung selama tahun 1989-1995 (IPCC 2000),
dan kebakaran hutan gambut memberikan
kontribusi 27% dari emisi global yang disebabkan
oleh perubahan tata guna lahan. Dengan
menggunakan nilai yang diadopsi dari studi ADB
(7 dolar/ton), maka total kerugiannya akan
mencapai sekitar 2,8 miliar dolar.

Dari perspektif kelembagaan, emisi karbon
akibat pembukaan lahan atau tipe kebakaran
hutan lainnya bukan berupa biaya bagi suatu
negara atau masyarakat global. Negara-negara
berkembang (dalam persyaratan protokol Kyoto,
negara-negara yang tidak tercantum dalam
Lampiran 1) tidak harus memenuhi target
pengurangan emisi karbon dan emisi karbon dari
proyek-proyek yang menghindarkan deforestasi
tidak diijinkan dalam Mekanisme Pembangunan
Bersih (Clean Development Mechanism) selama
komitmen pertama. Oleh karena itu, meskipun
kontribusinya bagi emisi dunia cukup berarti,
emisi karbon akibat kebakaran hutan di Indonesia
sekarang masih belum dapat dihitung sebagai
biaya bagi negara lain dan tidak mewakili potensi
keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari
proyek-proyek yang diterapkan melalui
Mekanisme Pembangunan Bersih. Karena itu,
biaya yang terkait dengan emisi karbon tidak
dimasukkan dalam estimasi kerugian yang
direvisi. Namun, ada implikasi kebijakan yang
akan dibahas dalam bagian lain tulisan ini.

4.2.9 Kesehatan

Untuk menghitung biaya ekonomi dampak
pencemaran udara yang terkait dengan
kesehatan sebagai akibat kebakaran hutan dan
lahan secara khusus sulit dilakukan karena
keterbatasan latar belakang pengetahuan yang
mempelajari hubungan antara tingkat
pencemaran udara yang berbeda dan berbagai
efeknya bagi kesehatan (Osterman dan Brauer
2001). Kedua penulis ini mencatat bahwa selama
peristiwa kabut asap tahun 1997/98, terjadi
peningkatan kunjungan ke rumah sakit di
Singapura sebesar 30% untuk masalah yang
terkait dengan kabut, tetapi peningkatan
signifikan bagi yang dirawat di rumah sakit dan
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data kematian tidak tercatat. Namun demikian,
setelah mengkaji kembali penelitian-penelitian
epidemiologi mereka menyatakan bahwa:

“penelitian tentang keterpaparan musiman
terhadap asap kebakaran memerlukan
pengamatan terhadap jangka waktu
keterpaparan yang dapat dibandingkan
dengan peristiwa-peristiwa kebakaran yang
terjadi di Asia Tenggara. Berdasarkan studi
ini, maka beralasan untuk menduga bahwa
peristiwa kabut asap di Asia Tenggara
menimbulkan serangkaian dampak dari
yang akut, termasuk kematian yang
meningkat, dan juga efek-efek subkronis
(berkala) bagi fungsi paru-paru, gejala dan
penyakit pernafasan. Untuk ini penentuan
efek jangka panjang akibat peristiwa
tunggal pencemaran udara masih sulit
dilakukan, meskipun keterpaparan pada
biomassa asap yang terjadi berulang setiap
tahun sepatutnya mendapat perhatian
yang serius.” (Osterman dan Brauer 2001,
h. 211.)

Mengingat ketidakpastian tentang efek
kabut asap pada kesehatan dan jumlah orang
yang terganggu akibat kebakaran hutan, hasil
studi ADB dan ISAS masing-masing digunakan
sebagai batas terendah dan tertinggi estimasi
berbagai dampak. Estimasi ISAS untuk Indonesia
disesuaikan (-6%) dengan mengasumsikan bahwa
tingkat pencemaran yang terkait dengan Indeks
pencemaran Udara sedang 51-100 menyebabkan
peningkatan masalah kesehatan, yang
sebenarnya tidak demikian (Osterman dan
Brauer 2001).

5. Implikasi kebijakan dan
rekomendasi

Pencemaran kabut asap dan degradasi serta
deforestasi hutan adalah dua masalah utama
kebijakan yang terkait dengan kebakaran yang
dibahas secara mendetil dalam laporan ini.
Kerugian akibat kedua hal itu selama ENSO
1997/98, dan juga dalam tahun-tahun
belakangan ini, sampai tingkat tertentu
penyebabnya dapat berbeda-beda. Temuan
sederhana namun penting ini perlu diakui untuk
merumuskan kebijakan yang lebih tepat.
Kebijakan-kebijakan harus dipelajari
keakuratannya karena penting artinya dalam
menangani masalah degradasi dan deforestasi
hutan atau masalah kabut asap.

5.1 Biaya dan penilaian ekonomi

Biaya total kebakaran dan pencemaran kabut
asap pada tahun 1997/98 mungkin lebih rendah
daripada yang diperkirakan sebelumnya. Angka
kerugian total tidak dicantumkan di dalam tabel
karena agak menyesatkan jika menambahkan
biaya kebakaran hutan pada biaya kebakaran
yang lebih disebabkan oleh kabut asap. Bagi
mereka yang ingin mengetahui angka
seluruhnya, estimasi biaya totalnya kira-kira
antara $2,3 miliar dan $3,2 miliar. Ada
kemungkinan bahwa kerugian akibat kabut asap
ternyata lebih tinggi dari yang dilaporkan.
Penilaian dampak kabut asap terhadap kegiatan
bisnis di Indonesia tidak dilakukan, seperti
terlihat dalam Tabel 9. Jika dianggap tepat untuk
menyertakan emisi karbon ke dalam biaya, biaya
total dapat berkisar antara $5,1 miliar dan $6
miliar. Estimasi biaya yang telah direvisi ternyata
masih cukup tinggi, artinya ada masalah penting
yang perlu diatasi supaya dampak serupa dapat
dihindari, khususnya selama tahun-tahun ENSO. "

Namun, perlu diperhatikan bahwa kerugian
ekonomi bersih dari kebakaran, yang merupakan
selisih antara biaya dan manfaat, kemungkinan
besar lebih rendah daripada biaya yang
diperkirakan. Dalam kebanyakan kasus kebakaran
disulut karena memberikan manfaat. Contohnya,
dapat mengurangi biaya pembukaan perkebunan
- antara $68 dan $117 per ha berturut-turut untuk
hutan tanaman industri kayu dan kelapa sawit
(Guyon dan Simorangkir 2002) - atau mengurangi
biaya pemanenan untuk mata pencaharian seperti
menangkap ikan.

Inisiatif kebijakan yang ditujukan untuk
menangani masalah-masalah yang berhubungan
dengan kebakaran perlu memperhitungkan
biaya maupun manfaat yang terkait dengan
penggunaan api, dan juga distribusinya.
Misalnya, penilaian terhadap kebijakan yang
diarahkan untuk mengurangi pencemaran kabut
asap mungkin perlu mempertimbangkan biaya
implementasi kebijakan yang dimaksud dan juga
manfaatnya, yang dapat dinilai sebagai biaya
untuk menghindari dampak yang timbul dari
pencemaran kabut asap. Untuk melakukan
perhitungan ini diperlukan pendekatan analisis
biaya-manfaat dalam analisis kebijakan. Sebagai
alternatif, pendekatan keefektifan-biaya dapat
juga digunakan. Pendekatan ini digunakan untuk
menekan biaya implementasi kebijakan yang
ditujukan untuk mencapai target-target
tertentu, seperti penurunan dampak kesehatan.
Intinya, adopsi salah satu dari kedua pendekatan
tersebut merupakan keputusan politis. Oleh
karena itu, biaya dan manfaat suatu kebijakan
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Tabel 8. Biaya ekonomi akibat kebakaran (juta dolar)
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Masalah biaya Indonesia Negara
lainnya
Minimum Maksimum Min/Maks
Dinilai Tidak dinilai  Dinilai Tidak dinilai Total Dinilai
dengan dengan dengan dengan Maks dengan
uang uang uang uang uang
Kayu 1056 1614
Pohon yang mati 197 316
HTI 91 91
HHNK 0 8
Perkebunan 319 319
Keuntungan tidak langsung dari hutan
Pencegahan banjir 0 37
Erosi dan pengendapan 0 122
Keanekaragaman hayati 0 181
Pengendalian kebakaran 12 12 13
Transmigrasi, kepemilikan 1 1
Total 1675 0 2352 348 2700 13
Bagian dari 1457 1766 283 2049
Kalimantan Timur 87% 75% 82% 76%
Tabel 9. Biaya ekonomi akibat pencemaran kabut asap (juta dolar)
Masalah biaya Indonesia Singapore Malaysia Total
Dinilai Tidak dinilai Total
dengan dengan
uang uang
Kesehatan 147-272 9 8 164
Pariwisata 111 58 127 297
Transportasi 33 7 0 40
Produksi industri na 0 157 157
Penurunan hasil tangkapan ikan na 0 16 16
Total 144 147-272 291-416 74 309 674-799
Total bersama 43-52% 9-11% 39-46%

na: tidak ada.

Diperoleh dari: Indonesia (BAPPENAS-ADB 1999); Singapura dan Malaysia (Glover dan Jessup 1999).

juga perlu dipertimbangkan, daripada hanya
memfokuskan pada biaya kebakaran seperti yang
terjadi dalam perdebatan selama ini tentang
kebakaran di Indonesia.

Penilaian ekonomi terhadap berbagai
kebijakan yang ditujukan untuk menangani
masalah deforestasi dan degradasi hutan atau
pencemaran kabut asap, harus memperhatikan
penyebab dan dampak yang berbeda. Misalnya,
biaya pencegahan untuk inisiatif pengurangan
kabut asap tidak boleh memasukkan biaya yang
berhubungan dengan degradasi dan deforestasi
hutan, kecuali memang jelas bahwa kebakaran

hutan merupakan penyebab pencemaran kabut
asap yang juga merupakan penyebab langsung
deforestasi. Walaupun hal ini kelihatannya jelas,
berbagai proposal kebijakan diajukan untuk
menangani ‘masalah kebakaran’ didasarkan
pada alasan untuk mengurangi biaya, yang
merupakan bagian dari biaya total yang harus
dikeluarkan akibat kebakaran dan kabut asap,
tanpa membedakan masalah kebijakan mana
yang akan digunakan dan juga tanpa
memperhitungkan sumber-sumber dampak yang
berbeda.

Berbagai insentif yang dihadapi para
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pemegang HPH untuk menginvestasikan dana
pencegahan dan penanggulangan kebakaran
perlu dipahami. Insentif-insentif ini meliputi
kemampuan untuk mengontrol sumber daya kayu
yang ada dalam areal HPH dan jumlahnya.
Kemampuan para pemegang HPH untuk
melindungi sumber daya kayu dari eksploitasi
ilegal oleh pihak lain mungkin merupakan faktor
yang mempengaruhi keputusan mereka untuk
menginvestasikan dana pencegahan dan
penanggulangan kebakaran. Penilaian yang lebih
baik terhadap nilai tegakan kayu yang ada di
dalam areal HPH juga diperlukan. Kayu terbakar
merupakan bagian terbesar dari kerugian akibat
tahun 1997/98. Estimasi kerugian ini didasarkan
pada parameter-parameter yang diragukan di
tingkat nasional. Jika nilai tegakan kayu yang
tertinggal dalam areal HPH dianggap lebih
rendah daripada yang diasumsikan dalam
berbagai studi yang dikaji, maka kerugian dari
segi nilai kayu secara signifikan akan lebih
rendah. Kerugian yang mungkin lebih rendah
tidak akan mendorong pada pemegang HPH
untuk melakukan investasi dalam pencegahan
dan penanggulangan kebakaran.

Pencemaran kabut asap tercatat punya
andil lebih besar dari kerugian total kebakaran
tahun 1997/98 (20%-30%) daripada angka
estimasi sebelumnya. Jika data tentang kerugian
yang dialami dunia usaha di Indonesia tersedia,
maka biaya yang harus ditanggung akibat
pencemaran kabut asap akan lebih besar lagi.
Perhatian Pemerintah Indonesia dan negara
tetangga lainnya yang cukup bear terhadap
masalah kabut asap dibandingkan dengan
kebakaran hutan yang mengakibatkan degradasi
dan deforestasi hutan dapat dijelaskan dari dua
faktor. Pertama, ukuran estimasi biaya. Kedua,
kenyataan bahwa pencemaran kabut asap
terjadi hampir setiap tahun dan secara langsung
mempengaruhi Indonesia dan negara tetangga,
dengan biaya ekonomi lebih besar dan juga
dampak negatif dalam hal hubungan publik dan
diplomatik. Masalah pencemaran kabut asap
memang perlu diatasi, tetapi masalah
kebakaran yang mengakibatkan deforestasi dan
degradasi hutan juga perlu ditangani karena
juga dapat menimbulkan kerugian yang
signifikan.

Dalam hal metodologi yang diterapkan
untuk menilai kerugian, jelas bahwa biaya yang
tidak terlihat (intangible) sulit untuk dinilai dan
didasarkan pada berbagai pendekatan
perkiraan. Estimasi yang telah direvisi
memperlihatkan bahwa nilai kerugian yang
disebutkan masih terlalu tinggi. Namun perlu

diakui bahwa ada juga keterbatasan
pengetahuan tentang beberapa fungsi hutan dan
potensi kerugian yang terkait dengannya. Selain
itu, potensi kerugian lain, seperti dampak pada
produksi industri di Indonesia, tidak diestimasi.
Penelitian dan pengkajian kebijakan di masa
datang harus ditujukan untuk meningkatkan
pemahaman tentang kerusakan fungsi hutan
sebagai akibat kebakaran, supaya dapat
mengestimasi berbagai kisaran potensi kerugian
yang timbul karena pencemaran kabut asap.

Akhirnya, penilaian ekonomi yang terkait
dengan perubahan lingkungan jangka panjang,
seperti potensi dampak kebakaran berulang
pada tanah dan keanekaragaman hayati, gagal
menangkap biaya yang terkait dengan kejadian
ini karena tersebar sepanjang jangka waktu yang
lama dan nilainya mungkin menjadi tidak
penting karena adanya penurunan sepanjang
kurun waktu. Indikator ekonomi dan juga
lingkungan perlu diperhitungkan dalam
pengembangan kebijakan-kebijakan yang
ditujukan untuk menekan dampak kebakaran
dan pencemaran kabut asap.

5.2 Kebakaran, degradasi dan
deforestasi serta alokasi tata guna
lahan

Kebakaran hutan tahun 1997/98 mendapat

perhatian besar bukan hanya karena kabut asap

yang ditimbulkannya tetapi juga karena kabut
asap dianggap bertanggung jawab atas kerugian
ekonomi dan ekologi yang terkait dengan
degradasi atau deforestasi hutan yang terbakar.

Namun fakta bahwa kebakaran terutama terjadi

di areal hutan yang sudah terdegradasi daripada

‘hutan primer’ hanya mendapat sedikit

perhatian. Pembakaran hutan untuk pembukaan

lahan di areal perkebunan juga dikritik karena
menyebabkan kehilangan hutan. Seperti telah
disebutkan, kejadian-kejadian itu menghasilkan
sejumlah rekomendasi kebijakan, berkisar dari
pembatasan atau pelarangan konversi hutan
sampai kebijakan yang lebih baik untuk alokasi
lahan dan prosedur pengendalian kebakaran
tersedia, sampai ke pengetatan peraturan dan
pengenaan denda untuk pembakaran hutan
dalam rangka pembukaan lahan perkebunan dan
penerapan teknik pembalakan berdampak ringan

(BAPPENAS-ADB 1999; Barber dan Schweithelm

2000; Applegate dkk. 2001; Glover 2001; Qadri

2001; Siegert dkk. 2001).

Ada banyak kelemahan dalam generalisasi
masalah kebakaran dan usulan kebijakan untuk
memecahkannya. Pertama, di banyak tempat



18

CIFOR Occasional Paper No. 38(i)

alokasi lahan hutan untuk dijadikan tata guna
lahan alternatif, seperti perkebunan kelapa
sawit dan faktor-faktor yang mendasari
keputusan tersebut merupakan faktor yang
bertanggung jawab atas deforestasi hutan yang
terjadi, dan bukan karena kebakaran. Dalam
kasus ini, mengusulkan kebijakan-kebijakan
untuk mengatasi ‘masalah kebakaran’ adalah
salah fokus. Jika tujuannya mencegah
deforestasi, maka usulan kebijakannya harus
diarahkan untuk merevisi proses alokasi tata
guna lahan. Dalam hal ini, menyebutkan
kerugian ekonomi, seperti kerugian dari kayu
yang hilang, akibat deforestasi yang disebabkan
oleh kebakaran hutan sebagai alasan untuk
menghindari konversi juga tidak benar. Yang
harus dipertimbangkan adalah biaya, yang
mencakup pencemaran kabut asap dan manfaat-
manfaat tata guna lahan alternatif, contohnya
perkebunan vs hutan alam.

Kedua, mengingat bahwa dalam banyak
kasus, bukan kebakaran itu yang menyebabkan
masalah kebijakan, seperti deforestasi, tidak ada
alasan untuk melarang sepenuhnya penggunaan
api di perkebunan seperti yang baru-baru saja
disebutkan dalam peraturan perundang-
undangan (Peraturan Pemerintah 4/2001).
Pendekatan ini mungkin tepat jika perkebunan
bertanggung jawab terhadap kebakaran yang
menjalar liar, atau jika semua kebakaran di
perkebunan menghasilkan pencemaran kabut
asap. Namun sebagian besar bukti yang
menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus
kebakaran di perkebunan terjadi karena api
menjalar liar masih belum dapat dipastikan, dan
telah disebutkan bahwa kegiatan di lahan
gambut cenderung menghasilkan sebagian besar
pencemaran kabut asap. Isu peraturan dibahas
lebih lanjut di bawah ini dalam kaitannya
dengan pencemaran kabut asap.

Ketiga, pengenalan praktik pengelolaan
hutan yang lebih baik mungkin tidak akan
banyak menurunkan risiko kebakaran,
mengingat kondisi sosial-ekonomi dan
kelembagaan vyang ada. Studi ekologi
menunjukkan umpan baik positif antara
penebangan hutan, kebakaran hutan,
ketersediaan bahan pembakar dan kerentanan
terjadinya kebakaran di masa depan (Cochrane
dkk. 1999; Siegert dkk. 2001). Oleh karena itu,
praktik pengelolaan hutan seperti pengurangan
dampak penebangan hutan dipandang dapat
menekan kerentanan terjadinya kebakaran,
tetapi mungkin risiko kebakaran hanya
berkurang di areal yang sepenuhnya
dikendalikan oleh pemegang HPH, yang jarang
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penduduknya. Luas areal hutan yang tidak dihuni
manusia di Indonesia masih tidak dapat
dipastikan. Perkiraan awal yang diberikan untuk
estimasi areal hutan yang berakses rendah'
sekitar 52 juta ha, dan sampai 33 juta hektar
di antaranya berada di dalam kawasan HPH
(FWI/GFW 2002). Namun, nilai estimasi ini lebih
tinggi untuk areal yang dipengaruhi oleh
kegiatan terbatas manusia. Hasil analisis
sementara di Kalimantan Timur menunjukkan
bahwa kegiatan mata pencaharian yang
menyebabkan kebakaran hutan terjadi sejauh
7 km dari desa (bandingkan dengan jarak 0.5-1
km yang diadopsi sebagai definisi hutan berakses
rendah oleh FWI/GWI) dan bahkan sering lebih
jauh lagi (Tacconi dkk. 2002). Areal luas yang
dirusak kebakaran di Kalimantan Timur tahun
1998 mengenai desa-desa dan sekitar 46% dari
areal yang rusak oleh kebakaran berada dalam
jarak 7 km dari desa.

Rekomendasi untuk memindahkan
masyarakat dari hutan untuk meminimisasi risiko
kebakaran setelah hutan ditebang (Glover dan
Jessup 1999; Glover 2001) tidak sesuai dengan
kondisi politik dan ekonomi saat ini yang
didominasi oleh perdebatan untuk meningkatkan
peran masyarakat dalam pengendalian sumber
daya. Di areal berpenduduk sedikit, penebangan
ilegal yang tersebar dapat juga mengurangi
manfaat mengenalkan praktik pengelolaan hutan
yang lebih baik. Bahkan tanpa penebangan kayu
ilegal, adopsi praktik pengelolaan hutan yang
lebih baik menghadapi banyak rintangan (Putz
dkk. 2000). Oleh karena itu, areal hutan berakses
rendah, sekali ditebang, mungkin akan dimasuki
penduduk, yang mengarah ke peningkatan risiko
terjadinya kebakaran.

Dalam konteks ini penting dicatat bahwa
Kalimantan Timur, yang terkena dampak paling
berat kekeringan karena ENSO tahun 1997/98
dan 1982/83, kerugian yang dicapai paling
sedikit tiga perempat dari biaya total kebakaran.
Risiko kebakaran skala besar khususnya
signifikan di areal yang cenderung dipengaruhi
kemarau ENSO dan dapat diperkirakan bahwa
kemarau ENSO yang berulang akan merusak areal
ini lagi. Propinsi lain, seperti Kalimantan Tengah
dan Papua Barat, yang masih memiliki areal
hutan luas dan mengalami tingkat eksploitasi
yang tinggi, mungkin menghadapi perubahan
ekologi yang tinggi karena gabungan faktor-
faktor manusia dan kelembagaan yang dapat
meningkatkan risiko kebakaran. Oleh karena itu,
untuk mendukung pengelolaan sumber daya
yang lebih baik, diperlukan penelitian untuk
menilai areal hutan berakses rendah
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(menggunakan parameter konservatif mengenai
akses manusia), areal hutan primer dan hutan
sekunder yang kondisi lingkungannya berpotensi
signifikan meningkatkan risiko kebakaran.

5.3 Kebakaran dan pencemaran kabut
asap

Kerugian ekonomi dari pencemaran kabut asap
bersumber dari banyak faktor. Di Kalimantan dan
Sumatera, pembakaran lahan gambut
merupakan sumber utama kabut asap. Namun
ini merupakan faktor langsung. Pada tahun 1997,
di Kalimantan (dan juga wilayah Malaysia di
pulau yang sama), sumber utama pencemaran
kabut asap adalah Proyek Lahan Sejuta Hektar
yang diprakarsai pemerintah; pembukaan lahan
gambut oleh perusahaan besar (dan
kemungkinan oleh rakyat, dengan tingkat yang
lebih rendah) di Kalimantan Barat juga ikut
andil. Di Sumatera (dan akibatnya di Singapura
dan Semenanjung Malaysia), bagian terbesar
pencemaran kabut asap berasal dari
pembakaran lahan gambut di provinsi Riau,
Jambi dan Sumatera Selatan dari pembukaan
lahan oleh perusahaan dan kemungkinan oleh
rakyat (walaupun dengan tingkat yang lebih
rendah), dan di rawa yang telah terdegradasi di
Sumatera Selatan, api menjalar dari kegiatan
mata pencaharian seperti pertanian, perikanan
dan penebangan kayu.

Analisis lebih lanjut diperlukan untuk
menjelaskan kontribusi relatif dari berbagai
kegiatan terhadap pencemaran kabut asap.
Namun, informasi yang ada menunjukkan bahwa
kegiatan perkebunan bukan merupakan satu-
satunya kontributor, paling sedikit selama ENSO.
Selama periode di luar ENSO perkebunan
merupakan kontributor utama, tetapi
meningkatnya peran kegiatan masyarakat,
khususnya di Kalimantan Barat dan Tengah,
perlu lebih dipastikan. Hal ini memiliki implikasi
terhadap prioritas tindakan dan instrumen
kebijakan yang dapat digunakan untuk
mengatasi masalah kabut asap.

Selama tahun-tahun ENSO lahan gambut
vang terdegradasi mungkin merupakan faktor
risiko yang signifikan atas timbulnya kabut asap.
Pengelolaan dan akhirnya regenerasi/restorasi
lahan gambut mungkin diperlukan untuk
mencegah pencemaran udara yang signifikan.
Biaya dan kelangsungan kebijakan ini perlu
dipastikan dan dibandingkan dengan manfaat
yang diharapkan (yaitu produksi di bidang
ekonomi yang lebih baik, manfaat lingkungan
positif dan pencegahan biaya lingkungan).

Dengan hanya memfokuskan kegiatan
perkebunan besar dan kecil mungkin tidak akan
memecahkan masalah kabut asap selama tahun-
tahun ENSO.

Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan
di Sumatera diperkirakan akan terus berlanjut
seiring dengan berlangsungnya pembukaan
perkebunan baru (Anderson dan Bowen 2000).
Kecenderungan ini mungkin juga terjadi di
Kalimantan. Penurunan dan/atau pengelolaan
kebakaran akibat pembukaan lahan di lahan
gambut mungkin akhirnya akan dapat
menghilangkan masalah kabut asap selama
tahun-tahun bukan ENSO. Namun, biaya, manfaat
dan aspek distribusi dari inisiatif kebijakan yang
ditujukan untuk mengurangi dampak kebakaran
ini perlu dikaji. Kerugian dari pencemaran kabut
asap tahun 1997/98 diperkirakan dapat jauh lebih
besar daripada biaya pencemaran kabut asap
pada tahun-tahun bukan ENSO. Jika instrumen
pasar seperti biaya pencemaran dikenakan untuk
mengurangi pencemaran udara oleh perusahaan
perkebunan (Qadri 2001), manfaat (yaitu biaya
pencegahan) dari inisiatif ini tidak boleh
diasumsikan sama dengan kerugian yang diderita
pada tahun 1997/98.

Pengetahuan membuktikan adanya kegiatan
utama manusia yang mengakibatkan
pencemaran kabut asap dan kebakaran yang tak
dikehendaki di beberapa areal, seperti di
beberapa bagian Sumatera. Laporan ini telah
meringkas banyak informasi tentang berbagai
penyebab kebakaran yang tidak diinginkan dan
pencemaran kabut asap di Sumatera,
Kalimantan Barat, Tengah dan Timur dan Papua
Barat. Namun, masih ada kekurangan
pengetahuan yang signifikan, pada tingkat
tertentu pembuatan kebijakan (kabupaten dan
propinsi), tentang kegiatan manusia yang ikut
menjadi penyebab masalah-masalah ini di
banyak tempat di Indonesia, termasuk hal-hal
yang sudah dibahas dalam bagian di atas.
Kesenjangan pengetahuan perlu diisi untuk
mengembangkan respon kebijakan yang tepat.

5.4 Kebakaran dan perundang-undangan
Berbagai dampak kebakaran, dan bukan
kebakaran itu sendiri, merupakan bagian dari
masalah kebijakan dan bahwa dalam keadaan
tertentu kebakaran mungkin merupakan cara
pengelolaan lahan yang tepat. Pengakuan
terhadap kenyataan ini memiliki implikasi
perundang-undangan. Perundang-undangan
Indonesia (Peraturan Pemerintah 4/2001)
melarang semua pembakaran hutan dan lahan.
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Peraturan ini memfokuskan kebakaran sebagai
masalah, yang harus dicegah dalam segala situasi.
Agar efektif dalam mengatasi masalah-masalah
kebijakan, perundang-undangan perlu mengenali
ada berbagai tipe kebakaran dan tidak semua
kebakaran bermasalah. Ada kebakaran yang
menghasilkan banyak sekali kabut asap dan ada
yang menghasilkan sedikit saja. Ada kebakaran
yang sengaja dilakukan untuk membuka lahan
untuk kepentingan pembangunan perkebunan,
yang mungkin tidak menghasilkan banyak kabut
jika bukan di lahan gambut. Ada juga kebakaran
yang tak terkendali di areal yang seharusnya
dipertahankan sebagai hutan, seperti yang terjadi
di Kalimantan Timur tahun 1997/98.
Perundang-undangan seperti tersebut di
atas seharusnya direvisi. Larangan hanya berlaku
untuk kebakaran yang berakibat banyak kabut,
seperti di lahan gambut, sementara penggunaan
api dalam situasi dan lokasi yang akibat lokal
asapnya tak diinginkan, seperti pada kesehatan
atau transportasi, harus diatur dengan peraturan
yang ditegakkan. Dalam hal kebakaran yang
berakibat deforestasi yang tak diinginkan, pihak
yang berwenang harus diberi kuasa untuk
mengatur (termasuk melarang) penggunaan api
dalam jangka waktu tertentu, seperti selama
ENSO. Revisi ini sebaiknya difokuskan pada
kebakaran yang benar-benar menimbulkan
masalah. Dengan demikian, ketersediaan sumber
daya yang terbatas untuk mencegah dan
menanggulangi kebakaran dapat digunakan untuk
mengatasi kebakaran yang memang rumit.

Dalam kaitannya dengan lahan gambut, ada
perundang-undangan yang mengatur
pengembangannya. Undang-undang ini
menetapkan bahwa areal gambut yang lebih
dalam dari 3 meter tidak boleh dikembangkan
(Ketetapan Presiden No. 32/1990). Namun tidak
jelas apakah peraturan itu sungguh-sungguh
diimplementasikan. Analisis ketepatan
peraturan ini diperlukan, termasuk implikasi
social, ekonomi dan lingkungannya.

Jelas bahwa merevisi perundang-undangan
saja tidak akan memecahkan masalah-masalah
kebakaran. Hukum perlu ditegakkan dan hal ini
tidak terjadi. Ini bukan hanya karena kebakaran
sulit dipantau dan dipatroli. Kebakaran hutan
yang berulang di Indonesia yang sering
disebutkan sebagai ‘kebakaran hutan,’ yang
memberi kesan areal yang terbakar terpencil
dan sulit dijangkau. Padahal kenyataannya ini
tidak selalu demikian. Contohnya, fakta bahwa
selama terjadi kabut pada Juli-Oktober 2002 di
Kalimantan Barat lebih dari 75 persen dari titik
api (hot spots) yang diidentifikasi berada di lahan
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gambut di perkebunan kelapa sawit dan hutan
tanaman'® berarti ada jalan untuk menjangkau
areal tersebut. Inspeksi oleh pegawai pemerintah
dan pengumpulan bukti untuk mengusut pihak
yang memanfaatkan kebakaran secara ilegal
dapat dilakukan. Oleh karena itu, setelah hukum
direvisi, pemerintah perlu mengambil langkah
tegas melawan perusahaan yang memanfaatkan
kebakaran secara ilegal. Jika beberapa
perusahaan ditemukan bersalah dan mereka
didenda, perusahaan lain akan menangkap pesan
yang kuat ini, dan mungkin mempengaruhi
mereka dalam penggunaan. Oleh karena itu,
untuk menghasilkan perubahan dalam
pemanfaatan kebakaran oleh perusahaan
diperlukan contoh tindakan penghukuman yang
jelas, misalnya perusahaan yang memanfaatkan
kebakaran secara ilegal harus dituntut, dan jika
ternyata bersalah denda yang dikenakan harus
cukup berat sehingga dapat menjerakan
perusahaan lain.

Namun, jelas ada keterbatasan keefektifan
cara-cara legal ini (dan usaha penegakannya)
dalam mengkaji masalah-masalah kebakaran
dan kabut asap. Dalam banyak kasus kegiatan
mata pencaharian skala kecil oleh penduduk
desa merupakan sumber utama nyala api dan
kemungkinan besar ketentuan dalam perundang-
undangan tidak akan berhasil menangani sumber
nyala api. Kegiatan mata pencaharian skala kecil
jauh lebih terpencar dibandingkan dengan
perusahaan, dan tentu saja lebih sulit untuk
memantau dan pengaturannya secara legal
hampir tidak mungkin ditegakkan. Oleh karena
itu, ketika kegiatan mata pencaharian terlibat
dalam kebakaran atau masalah kabut asap,
hanya inisiatif berbasis masyarakat,'” yang
didukung oleh peraturan perundang-undangan,
memiliki kemungkinan untuk berhasil.

5.5 Karbon Sink
Sampai sekarang masih ada ketidakpastian
mengenai jumlah emisi karbon sebagai akibat
kebakaran tahun 1997/98. Estimasi
menunjukkan kisaran angka dari 206,6 juta ton
karbon, 156,3 juta (sekitar 75%) dihasilkan dari
gambut yang terbakar, sampai 493 juta ton,
dengan kontribusi 442 juta ton (sekitar 90 %)
dari lahan gambut. Angka Estimasi yang lebih
tinggi sebanding dengan sekitar 30% (dan 27%
dari kebakaran gambut) dari emisi rata-rata
global per tahun yang disebabkan oleh
perubahan tata guna lahan selama 1989-1995
(IPCC 2000).

Di atas disebutkan bahwa saat ini, bahwa
dari perspektif kelembagaan, emisi karbon dari
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pembukaan lahan dan tipe kebakaran lain bukan
merupakan biaya bagi negara itu sendiri atau
komunitas global, karena negara-negara
berkembang tidak harus memenuhi target
pengurangan emisi karbon dan emisi karbon dari
proyek-proyek yang mencegah deforestasi tidak
diperbolehkan dalam Mekanisme Pembangunan
yang Bersih untuk periode komitmen pertama.
Mengingat kontribusi lahan gambut dalam emisi
karbon, perlu dipertimbangkan apakah
konservasi lahan gambut harus dimasukkan
dalam periode komitmen kedua dari protokol
Kyoto.

5.6 Kebakaran, ENSO dan faktor-faktor
manusia

Perdebatan mengenai apakah kebakaran di
Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor manusia
atau sebagai hasil dari kejadian alam merupakan
topik yang bisa diperdebatkan. Jelas bahwa
kondisi lingkungan akibat dari ENSO dan kegiatan
manusia ikut andil atas terjadinya kebakaran,
karena kebakaran alami di Indonesia merupakan
kejadian langka dan kebakaran skala besar
seperti yang terjadi tahun 1997/98 tidak terjadi
selama tahun-tahun bukan ENSO. Di sisi lain,
jelas bahwa masalah kabut asap terjadi hampir
setiap tahun sebagai akibat kegiatan
pembukaan lahan, sekalipun luasnya jauh lebih
kecil dari tahun-tahun ENSO. Faktor manusia,

yang mencakup perkebunan, penduduk desa dan
lembaga pemerintah, dan juga ENSO, ikut andil
atas terjadinya kebakaran dan kabut asap.

Sayangnya, usaha pencarian pihak yang
bersalah atas kebakaran dan kabut asap, yaitu
perusahaan, penduduk desa, atau bahkan ENSO,
terulang secara teratur sama dengan
berulangnya masalah kabut asap yang
mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi di
Indonesia dan tetangganya, paling sedikit dua
kali setahun. Sementara angka kerugian ekonomi
tahun 1997/98 telah direvisi menjadi lebih
rendah dan kejadian kabut dua kali setahun
mungkin menghasilkan dampak ekonomi yang
lebih rendah daripada kejadian tahun 1997/98,
angka kerugiannya masih signifikan. Dalam hal
luas permukaan lahan yang terbakar, laporan ini
menunjukkan bahwa kebakaran mempengaruhi
areal yang lebih luas daripada yang dinyatakan
sebelumnya, meskipun ada pernyataan bahwa
kebakaran yang terjadi tidak seluas yang
dilaporkan oleh organisasi-organisasi seperti
WWF (Lomborg 2001). Oleh karena itu,
Pemerintah Indonesia, kalangan industri dan
organisasi-organisasi nonpemerintah perlu
mengkaji lebih dalam daripada sekedar mencari
pihak yang bersalah, dan berusaha menciptakan
hubungan kemitraan yang serius untuk
mengatasi masalah lingkungan, ekonomi dan
sosial yang sulit ini di tingkat nasional maupun
internasional.
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Catatan akhir

' Semua nilai dolar dihitung dalam dolar AS.

2 Kabut asap merujuk pada adanya erosol
yang terlihat karena pembakaran dan jarak
penglihatan yang rendah akibat partikel-partikel
kering.

3 Angka yang disajikan hanya untuk saat ini.
Angka ini dipengaruhi oleh kualitas data
penginderaan jauh yang buruk, keterbatasan
data tata guna lahan dan kegiatan lapangan yang
terbatas yang dilakukan untuk menilai kawasan
sebenarnya yang dilanda kebakaran. Saya
mengucapkan terima kasih kepada |. Anderson,
dulu terlibat dalam Proyek Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan vyang
menjelaskan hal ini. kom. pri. Nov 2002.

4 Kebakaran melanda Kalimantan Timur
khususnya pada tahun 1998, sementara di
kawasan lain Indonesia dilanda kebakaran pada
tahun 1997.

5 1. Anderson, kom. pri. Nov 2002.

¢ Selama tahun-tahun normal, kemungkinan
Riau mengalami kebakaran karena pembukaan
lahan yang lebih besar (seperti yang dideteksi
oleh satelit) dibandingkan dengan provinsi lain
di Indonesia. Menurut catatan curah hujan setiap
tahun, Riau tidak menderita kekeringan yang
hebat akibat kejadian ENSO. Di Riau, banyak
terjadi kebakaran dan polusi kabut asap yang
berasal dari kebakaran kebun di lahan gambut
pada awal tahun 1997 dan awal 1998 tetapi tidak
terjadi kebakaran liar seperti di Jambi dan
Sumatera Selatan selama musim terjadinya kabut
pada bulan September hingga pertengahan
November 1997 (I. Anderson, kom. pri. Nov 2002).

7 Belum diketahui kegiatan mana yang
benar-benar bertanggung jawab atas peristiwa
kebakaran yang terjadi di lahan gambut.

8 Satu-satunya pengecualian adalah
penurunan sekitar 20% pada waktu produksi
karet oleh perusahaan-perusahaan besar yang
menyumbang sekitar 15% total produksi.
Penurunan ini terjadi karena perubahan
struktural dalam sektor.

% Ini angka kasar yang kemungkinan terlalu
tinggi. Angka ini diperoleh berdasarkan asumsi-
asumsi berikut: i) HHNK yang dinilai 58 dolar
dikumpulkan lebih dari luas 100 ha, yaitu, 5,8
dolar/ha; ii) penangkapan satwa ilegal tidak
terpengaruh secara signifikan oleh kebakaran;
iii) mengingat sebagian besar spesies tumbuhan
yang dimanfaatkan adalah spesies yang
dibudidayakan, hanya sekitar 20% tumbuhan
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yang benar-benar berasal dari kawasan hutan.

19 Simulasi mengasumsikan bahwa 25% total
hutan yang hilang di kawasan DAS terjadi di
hutan produksi. Ini memberikan kontribusi 7%
kawasan banjir tambahan.

" URL: http://www.pu.go.id/publik/
pegairan/html/ind/infbair/bendungan/
bendungan.htm

2 Di Kalimantan Timur, berdasarkan data
yang disajikan oleh proyek IFFM, yang
menghitung bahwa biomassa yang hilang
berkisar antara 25%-50% sekitar 75% dari
kebakaran yang melanda hutan dataran rendah.
Cochrane dan Laurance (2002) juga melaporkan
bahwa kebakaran kedua memusnahkan
khususnya 40% tegakan pohon dan biomassa.

13 Total emisi karbon juga dihitung oleh Page
dkk. (2002) paling sedikit menjadi 810 juta ton.
Perhitungan minimum ini berdasarkan kisaran
perhitungan yang lebih rendah untuk kawasan
yang terbakar yang dibahas dalam Bagian 3 dan
berdasarkan rata-rata 51cm gambut yang
terbakar (batas terendah 25 cm, batas tertinggi
85 cm). Perhitungan ADB dilakukan berdasarkan
rata-rata 30 cm gambut yang terbakar. Nilai rata-
rata yang digunakan dalam studi ADB ini diadopsi
untuk menghindari perhitungan yang terlalu
tinggi. Kawasan yang diteliti oleh Page dkk.
(2002) sebagian besar dilanda kebakaran hebat;
sehingga, rata-rata gambut yang terbakar di
tingkat nasional kemungkinan menjadi lebih
rendah daripada yang mereka gunakan.

4 Kebakaran Agustus-Oktober 2002 dan
pencemaran berat kabut asap di Kalimantan
dikaitkan dengan kejadian ENSO berkekuatan
sedang.

" Hutan berakses rendah didefinisikan
sebagai ‘hutan primer atau sekunder dewasa
yang relatif tidak terjamah kegiatan..[dan]
..menurut arealnya dan jarak dari jalan, sungai
yang dapat diarungi (dalam kasus Kalimantan),
pemukiman masyarakat, pertanian,
pertambangan dan pembangunan lain. Jarak
minimum dari batasan-batasan tersebut adalah
0.5-1 km’ (FWI/GFW 2002, h. 73).

16 Analisis CIFOR tentang data titik api.

7 *Inisiatif berbasis masyarakat’ mengacu
pada kegiatan yang ingin melibatkan berbagai
pemangku kepentingan lokal dalam proses.
Bukan berarti bahwa seluruh ‘komunitas’, yaitu
desa, perlu terlibat dan bukan berarti unit sosial
yang homogen.
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